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ABSTRAK 
ANALISIS TERHADAP PEMBUNUHAN SECARA TIDAK SENGAJA 
SEBAGAI SEBAB PENGHALANG MENDAPATKAN WARISAN 
(Studi Komparatif Pemikiran Mazhab Māliki dan Pemikiran Mazhab Syāfi‟i ) 
 
Oleh: 
Andri Saprijal 
 
Pembagian harta waris merupakan persoalan yang sensitif dalam kehidupan keluarga 
yang sering menimbulkan dampak yang mengakibatkan pertengkaran dalam anggota 
keluarga sehingga menimbulkan pembunuhan untuk mempercepat mendapatkan warisan, 
sehingga penulis ingin mengkaji lebih jelas terhadap pembunuhan bagaimana yang menjadi 
penghalangnya untuk mendapatkan warisan menurut Mazhab Māliki dan Mazhab Syāfi‟i. 
Permasalahan dalam skripsi ini, pertama Bagaimana kriteria pemikiran Mazhab Maliki dan 
pemikiran Mazhab Syafi‟i terhadap pembunuhan secara tidak sengaja yang mengakibatkan 
penghalang mendapatkan warisan. Kedua Bagaimana hak waris bagi pelaku pembunuhan 
secara tidak sengaja menurut pemikiran Mazhab Maliki dan pemikiran Mazhab Syafi‟i. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kriteria pemikiran Mazhab Maliki 
dan pemikiran Mazhab Syafi‟i terhadap pembunuhan secara tidak sengaja. Untuk mengetahui 
hak waris bagi pelaku pembunuhan secara tidak sengaja menurut pemikiran Mazhab Maliki 
dan pemikiran Mazhab Syafi‟i. Jenis penelitian dalam skripsi ini termasuk penelitian 
kepustakaan (library research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-
buku, literatur yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Jadi, penelitian 
di sini adalah mengidentifikasi dan menganalisis beberapa buku-buku atau bahan pustaka 
sesuai dengan permasalahan yang diteliti, yaitu bagaiman pendapat atau ketetapan pemikiran 
Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi‟i dalam menetapkan hukum kewarisan Islam bagi pelaku 
pembunuhan secara tidak sengaja yang dilakukan ahli waris kepada pewarisnya sebagai 
sebab tidak mendapatkan warisan.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Menurut pemikiran Mazhab 
Māliki bahwasanya ada kriteria pembunuhan yang mendapatkan warisan yaitu pembunuhan 
secara tidak sengaja sedangkan pembunuhan yang tidak mendapatkan warisan adalah 
pembunuhan sengaja. Sedangkan menurut pemikiran Mazhab Syāfi‟i bahwasanya tidak ada 
kriteria pembunuhan secara tidak sengaja sebagai sebab penghalang mendapatkan warisan 
karena, Mazhab Syāfi‟i berpendapat bahwa seluruh bentuk pembunuhan dapat menghalangi 
seseorang mewarisi harta peninggalan  
Hak waris bagi pelaku pembunuhan secara tidak sengaja menurut pemikiran. Mazhab 
Māliki bahwasanya pembunuhan secara tidak sengaja tetap mendapatkan hak warisnya 
sedangkan yang tidak mendapatkan hak warisnya adalah pembunuhan yang dilakukan secara 
sengaja karena permusuhan, dalam hal ini Mazhab Māliki memahami hadits dari „Amr bin 
Syu‟aib yang artinya "Tidak ada hak waris bagi seorang pembunuh” dan di kuatkan dengan ayat Al-
Quran yaitu Surah Al-Israa Ayat 33 yang artinya “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang 
diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa 
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dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, 
tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang 
yang mendapat pertolongan”. Sedangkan menurut pemikiran Mazhab Syāfi‟i tidak 
mendapatkan hak warisnya sedikitpun karena Mazhab Syāfi‟i berpegang kepada hadits Nabi 
S.A.W yang artinya: “tidak ada hak bagi pembunuh sedikitpun  untuk mewarisi” (H.R. Al-
Nasa‟i) 
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MOTTO 
 
ورمع نع ص للهاا لوسر لاق :لاق هّدج نع ويبا نع بيعش نب  
  ّيءاسّنلا هاور )ٌءْيَش ِثاَر ْ يِمْلا َنِم ِلِت اَقِْلل َسَْيل(  
“Dari „Amr Bin Syu‟aib, dari bapaknya, dari datuknya. Ia Berkata : Telah 
bersabda Rasulullah Saw : “Tidak ada bagi yang membunuh itu sedikit-pun 
daripada warisan”. (H.R. Nasa‟i).1  
 
 
 
 
  
                                                             
1
A. Hassan, Terjemah Bulughul Maram, (Di Ponegoro Bandung, 1999), h. 424.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Penegasan  Judul 
Untuk memudahkan pemahaman terhadap judul skripsi ini maka 
terlebih dahulu penulis akan menguraikan masing-masing istilah yang 
terdapat dalam judul : Analisis Terhadap Pembunuhan Secara Tidak 
Sengaja Sebagai Sebab Penghalang Mendapatkan Warisan (Studi 
Komparatif Pemikiran Mazhab Māliki dan Pemikiran Mazhab Syāfi’i ). 
Dengan judul tersebut, maka istilah yang dijelaskan sebagai berikut : 
Analisis adalah “telaah kritik terhadap sesuatu konsep, Undang-
undang, Peraturan, atau Ketetapan”.2 Analisis lebih ditekankan untuk 
menemukan tentang perihal kajian objektif dari persoalan yang dibahas dan 
untuk mendapatkan titik akhir kesimpulan dari kajian tersebut. Jadi yang 
dimaksud dengan analisis di sini adalah mencurahkan tenaga dan pikiran 
untuk menelaah secara cermat terhadap sesuatu teori atau konsep. 
Pembunuhan tidak sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan tanpa 
ada niatan untuk melakukan pembunuhan tersebut. Misalnya seseorang 
menembak sesuatu sasaran, lalu pelornya tidak mengenai sasarannya, bahkan 
                                                             
2
Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, Jilid II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h. 
118. 
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mengenai seorang manusia dan robohlah manusia itu, maka dia dipandang 
tidak sengaja menembak orang, lantaran maksudnya menembak sasaran yang 
sebenarnya.
3
  
Penghalang mendapatkan warisan yaitu “beberapa sebab yang 
menghalangi orang-orang mendapatkan pusaka dari keluarga yang telah 
meninggal dunia”.4 Pusaka adalah warisan yaitu bagian dalam harta waris”.5 
Jadi yang dimaksud dengan penghalang untuk mendapatkan warisan di sini 
adalah hijab yang menutupi hak seseorang untuk memperoleh harta waris. 
komparatif adalah penelitian ilmiah, telaah, atau pendekatan untuk 
menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh dengan membandingkan 
antara dua prinsip yang berbeda.
6
 
Berdasarkan penegasan judul di atas maka penulis dapat 
menyimpulkan bahwa skripsi ini adalah  “suatu kajian yang difokuskan 
terhadap pembunuhan secara tidak sengaja sebagai sebab penghalang 
mendapatkan warisan dengan cara membandingkan (mengkomparatifkan) 
pemikiran Mazhab Syāfi‟i  dan pemikiran Mazhab Māliki . 
 
                                                             
3
 Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqhul Mawaris, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973) h. 55. 
4
Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Jakarta: Ath Thahiriyah, 1994), h.333. 
5
Mahmoud Syalthouth, Islam Sebagai Aqidah dan Syari‟ah, Terjemah Bustami Abdul Ghani, 
(Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 74. 
6
Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Popular, (Surabaya: Arkola, 1994), 
h. 352  
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B. Alasan memilih judul  
Alasan penulis memilih judul penelitian ini, adalah sebagai berikut: 
1. Alasan Objektif 
a. Pembagian harta waris merupakan persoalan yang sensitif dalam 
kehidupan keluarga yang sering menimbulkan dampak buruk atau 
bahkan mengakibatkan timbulnya pertengkaran dalam anggota 
keluarga yang menimbulkan pembunuhan atau untuk mempercepat 
mendapatkan warisan atau untuk menghilangkan hijab baginya. 
b. Penulis perlu mengkaji lebih jelas tentang pembunuhan secara tidak 
sengaja  yang mana di dalam pemikiran Mazhab Māliki  mendapatkan 
warisan bagi pelaku pembunuhan dengan beberapa macam kriteria 
pembunuhan sedangkan menurut pemikiran Mazhab Syāfi‟i  secara 
mutlak tidak mendapatkan warisan. Oleh sebab itu penulis ingin 
mengkaji lebih jauh perbedaan antara pemikiran Mazhab Māliki 
dengan pemikiran Mazhab Syāfi‟i yang menjadi tolak ukur bagi umat 
Islam pada umumnya. 
2. Alasan Subjektif  
a. Permasalahan tersebut sangat memungkinkan untuk dibahas dan 
dikaji. Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu penulis, 
tersedianya literatur yang menunjang sebagai referensi kajian dan data 
dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini serta belum pernah 
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dibahas oleh mahasiswa di lingkungan Fakultas Syari‟ah UIN Raden 
Intan Lampung. 
b. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu 
syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah UIN 
Raden Intan Lampung. 
 
C. Latar Belakang Masalah  
Hukum kewarisan Islam yang dilakukan ulama terdahulu biasanya 
disebut “Faraid” itu menurut hukum Islam menjadikannya dalam berbuat 
dalam hal-hal yang berkenaan dengan kewarisan itu.
7
 Setelah Indonesia 
merdeka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957, 
tentang pembentukan Mahkamah Syari‟ah dan Mahkamah Syari‟ah Provinsi 
untuk seluruh Indonesia, di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan-Timur. 
Dalam peraturan itu ditetapkan salah satu wewenang Pradilan Agama adalah 
kewarisan.
8
 
Suatu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa sebagian besar warga 
Negara Republik Indonesia menyatakan sebagai penganut agama Islam. Maka 
umat Islam didorong untuk mentaati ajaran agama yang mereka yakini berasal 
dari Allah dan Rasul-Nya, termasuk menyangkut hukum kewarisan Islam. 
Dengan demikian, unifikasi hukum kewarisan Nasional yang akan lahir itu 
                                                             
7
Amir Syarifudin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 321. 
8
Ibid,. h. 324.  
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harus memberi kesempatan umat Islam untuk mentaati ketentuan hukum 
kewarisan sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur‟an dan Sunah Rasul.9 
Hukum kewarisan Islam merupakan suatu dari kesatuan banyak 
hukum Islam yang terpenting. Hukum kewarisan adalah hukum yang 
mengatur siapa-siapa saja orang yang bisa mewarisi dan tidak bisa mewarisi, 
bagian-bagian yang diterima setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.
10
 
Akan tetapi dalam pelaksanaannya hukum kewarisan Islam perlu 
mendapatkan perhatian yang besar, karena dalam pembagian waris antara hak 
ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain saling berkaitan. Pembagian 
warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak jarang menimbulkan 
perselisihan diantara anggota keluarga yang berkepanjangan karena secara 
naluriah manusia sangat mencintai harta yang tidak jarang memotivasi 
seseorang untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta benda 
termasuk harta pewaris itu sendiri.
11
 Sebagaimana firman Allah dalam Surah 
Al-Imran Ayat 14. 
                     
                              
      …   
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Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa 
yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, 
perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan 
hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). (Q.S. Al-
Imran Ayat 14).
12
 
Hukum Islam telah meletakkan aturan kewarisan dan hukum mengenai harta 
benda dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Hukum Islam menetapkan hak 
milik seseorang atas harta, baik laki-laki atau perempuan melalui jalan syara‟, seperti 
perpindahan hak milik laki-laki dan perempuan diwaktu masih hidup ataupun 
perpindahan harta kepada para ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Islam tidak 
mendiskriminasikan antara hak anak kecil dan orang dewasa. Kitabullah yang mulia 
telah menerangkan hukum-hukum waris dan ketentuan masing-masing ahli waris 
secara gamblang, dan tidak membiarkan atau membatasi bagian seorang dari hak 
kewarisannya. Al-Qur‟anul Karim dijadikan sandaran hukum dan neracanya. Hanya 
sebagian kecil saja (perihal hukum waris) yang ditetapkan dengan Sunnah dan Ijma‟. 
Di dalam Hukum Islam tidak dijumpai hukum-hukum yang diuraikan oleh al-
Qur‟anul Karim secara jelas dan terperinci sebagaimana Hukum Waris. Begitu 
tingginya nilai hukum waris, sehingga al-Qur‟anul Karim yang mulia menerangkan 
hukum-hukumnya secara khusus, terang dan tegas.
13
 
Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain 
dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta 
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Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab 
Saudi, Al-Qur‟an dan Terjemahan, (Madinah Munawaroh: Kompleks Percetakan Al-Qur‟an Raja 
Fahad, 1431), h. 77  
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Muhammad Ali As-Shabuni, Hukum Waris dalam Syari‟at Islam,( Bandung: Diponegoro, 
2006), h. 39.  
18 
 
meninggal dunia. Pengertian ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih 
kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunya harta masih hidup. 
Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik 
secara langsung, maupun terlaksana setelah ia mati, tidak termasuk kedalam istilah 
kewarisan menurut hukum Islam. Dengan demikian Fikih Mawāris atau hukum 
kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat 
kematian semata.
14
 
Jadi tidak boleh ada upaya atau rencana untuk mencelakai atau menyakiti 
pewaris agar dapat dipercepat harta waris itu jatuh ke tangannya. Usaha untuk 
melakukan tindakan-tindakan agar dapat mempercepat jatuhnya harta waris kepada 
seseorang sebelum waktu yang sesungguhnya ini tergolong dalam pembunuhan. 
Dengan demikian yang dimaksud dengan pembunuhan di sini adalah semua bentuk 
perilaku dan perbuatan yang dapat menekan, mengancam, menganiaya, dan 
mengambil hak orang lain yang dilakukan dengan unsur kesengajaan atau secara 
paksa yang mengakibatkan kematian. 
Jumhur Fukaha‟ sepakat menetapkan bahwa pembunuhan prinsipnya menjadi 
penghalang untuk mendapatkana harta waris bagi pembunuh terhadap harta warisan 
orang yang dibunuhnya. Seorang yang membunuh pewarisnya, dia tidak berhak 
mewarisi harta warisannya, baik pembunuh itu dilakukan dengan sengaja ataupun 
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tersalah.
15
 Hanya Fukaha dari golongan Khawarij saja yang membolehkannya. 
Golongan ini mensinyalir periwayatan dari Ibnul-Musayyab dan Ibnul-Jubair yang 
membolehkan kepada  pembunuh untuk mempusakai harta orang yang terbunuh. Juga 
mereka beralasan bahwa ayat-ayat mawāris itu memberikan faidah yang umum, tidak 
dikecualikan pembunuh. Oleh karenanya ke-umuman ayat tersebut harus 
diamalkan.
16
 
Setelah para Fukaha sepakat dalam menetapkan bahwa pembunuhan itu 
menurut prinsipnya menjadi penghalang mempusakai, kemudian mereka 
memperselisihkan macam pembunuhan yang bagaimanakah yang menjadi 
penghalang mempusakai.
17
 
Dalil yang menunjukkan bahwa pembunuhan tidak memperoleh harta waris 
dari orang yang dibunuhnya adalah sebagaimana sabda Rasulullah Saw dan Ijma‟ 
para sahabat. Hadits Rasulullah Saw yang melarang pembunuh mempusakai harta 
peninggalan orang yang terbunuh banyak sekali, namun penulis hanya memaparkan 
sebagian saja diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu „Abbas R.a. yang 
mencerikan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda  : 
 ُنْب ُد َّمَُمُ اَن َث َّدَح ُِّنِاَه َبْصَلأا ِخْي َّشلا ُوَبأ َانَر َبْخَأ ُويِقَفْلا ِثِرَاْلْا ُنْب ِرْكَب ُوَبأ َانَر َبْخَأَو
 َن َث َّدَح ٍرَفْعَج ُدْبَع َلَاق ٍلُجَر ْنَع ٌرَمْعَم َانَر َبْخَأ ِقاَّزَّرلا ُدْبَع اَن َث َّدَح َدِيَزي ُنْب ُساَّبَعْلا ا
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 ُّبَِّنلا َلَاق َلَاق ٍساَّبَع ِنْبا ِنَع َةَِمرْكِع ْنَع ٍقْر َب وُرْمَع َوُىَو ِقاَّزَّرلا-ويلع للها ىلص 
ملسو  , َلا ُوَّنَِإف ًلايَِتق َلْت َق ْنَم ُْوِثَري  َْوأ ِهِدَلَو َناَك ْنِإَو ُُهر ْ يَغ ٌثِراَو ُوَل ْنُكَي َْلَ ْنِإَو
ملسو ويلع للها ىلص وَّللا َلوُسَر َّنَِإف ِهِدِلاَو- ىَضَق >ٌثَار ْ يِم ٍلِتاَِقل َسَْيل<. 
Artinya: “Telah bercerita Abu Bakar bin Alharits, telah mengkhabarkan kepada kami 
Abu Syekh Al-ashbahani, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja‟far, 
telah menceritakan kepada kami Al‟abbas bin Yazid, telah bercerita kepada kami 
Abdurrazzaq, telah bercerita kepada kami Ma‟mar dari seseorang (Amr Barq) dari 
Ikrimah dari Ibnu Abbas r.a, katanya, telah bersabda Rasulullah Saw, “Siapa yang 
membunuh korban, ia tidak mendapatkan warisan.” walaupun tidak ada ahli waris 
yang lainnya, walaupun ia itu anaknya atau ibu-bapaknya, karena Rasulullah Saw 
menetapkan, “Bagi pembunuh tidak ada warisan.” (HR Albayhaqi : 12604).18 
 
ورمع نع نع ويبا نع بيعش نب  َنِم ِلِت اَقِْلل َسَْيل( ص للهاا لوسر لاق :لاق هّدج
لا هاور )ٌءْيَش ِثَار ْ يِمْلا ّيءاسّن  
Dari „Amr Bin Syu‟aib, dari bapaknya, dari datuknya. Ia Berkata : Telah 
bersabda Rasulullah Saw : “Tidak ada bagi yang membunuh itu sedikit-pun daripada 
warisan”. (H.R. Nasa‟i).19  
Ijma‟ para sahabat. Syaidina Umar R.a. pernah memutuskan untuk 
memberikan diyah (denda) Ibnu Qatadah kepada saudaranya, bukan kepada bapaknya 
yang telah ia bunuh. Sebab kalau diberikan kepada ayahnya tentu ia menuntut 
sebagian sebagai ahli waris. Berita tindakan ini sangat popular di kalangan para 
sahabat, dan tak seorangpun yang membantahnya.
20
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A. Hassan, Terjemah Bulughul Maram, (Di Ponegoro Bandung, 1999), h. 424.  
20
Fatchur Rahman , Op.cit. h. 86  
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Berdasarkan pada dalil atau hadits di atas maka Islam telah memberikan 
rambu-rambu kepada pemeluknya agar senantiasa berhati-hati dalam menjalankan 
kehidupan sehari-hari termasuk dalam urusan keluarga dan dalam wari-mewarisi, di 
mana semua persoalan harus dijalani secara wajar dan tidak boleh ada rekayasa untuk 
mempercepat mengambil keuntungan sebelah pihak. Dalam hal mewarisi suatu harta 
benda maka pewaris dilarang untuk mempercepat mendapatkan warisan baik dengan 
membunuh atau dengan rekayasa lainnya yang menimbulkan fitnah bagi pewaris 
sehingga mengakibatkan pewaris cepat mati atau terhukum sehingga mempermudah 
bagi ahli waris untuk menguasai harta warisnya.
21
 Dalam hal ini ditegaskan di dalam 
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Buku II Pasal 173 bahwa: Seorang terlarang 
menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap, dihukum karena: 
a. Dipersalah telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat 
pada pewaris. 
b. Dipersalah secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah 
melakukan kejahatan yang diancam hukuman 5 (lima) tahun penjara atau dengan 
hukuman yang lebih berat.
22
 
Pada intinya pembunuhan secara tidak sengaja sama saja dengan pembunuhan 
secara sengaja, oleh sebab itu sanksinya adalah sama saja denga pembunuhan secara 
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sengaja. Hasbi Ash Ashiddieqy menyatakan bahwa “orang yang membunuh 
pewarisnya dengan sengaja secara aniaya, tidak menerima pusaka (warisan) dari yang 
dibunuhnya itu”.23 
Selanjutnya jika tindakan yang dilakukan ahli waris secara tidak sengaja lalu 
mengakibatkan tindakan pembunuhan terhadap warisnya maka hal itu tetap dilihat 
dari segi akhir perbuatannya itu yaitu pembunuhan yang terjadi maka tetap 
dijatuhinya sanksi ditiadakan hak untuk memperoleh harta waris, sebagaimana dalam 
hal ini dipersamakan dengan terjadinya pembunuhan tidak sengaja. Dalam hal ini 
Hasbi Ash Shiddieqy juga menjelaskan bahwa : “orang yang membunuh warisnya 
karena kehilapan (bukan dengan sengaja) tiada diberikan pusaka kepadanya”.24 
Sedangkan menurut pendapat Imam Mazhab bahwasanya macam-macam 
yang menjadi dan tidak menjadi penghalang mempusakai adalah:  
a. Pembunuhan yang menjadi penghalang.  
Menurut Imam Hanafiyah: pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan mirip 
sengaja, pembunuhan karena silap, dan pembunuhan dianggap silap. Menurut 
Imam Mālikiyah: pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan mirip sengaja, dan 
pembunuhan tak langsung. Menurut Imam Hanabilah: pembunuhan dengan 
sengaja, pembunuhan mirip sengaja, pembunuhan karena silap, pembunuhan 
dianggap silap, pembunuhan tak langsung, dan pembunuhan yang dilakukan oleh 
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Ibid,. h. 360.  
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ghairu mukallaf. Sedangkan menurut Imam Syāfi‟iyah : semua macam 
pembunuhan secara mutlak menjadi penghalang mempusakai.  
b. Pembunuhan yang tidak menjadi penghalang.  
Menurut Imam Hanafiyah: pembunuhan tak langsung, pembunuhan karena hak, 
pembunuhan yang dilakukan oleh ghairu mukallaf, dan pembunuhan karena 
udzur. Menurut Imam Māliki yah: pembunuhan karena silap, pembunuhan 
dianggap silap, pembunuhan karena hak, pembunuhan yang dilakukan oleh ghairu 
mukallap, dan pembunuhan karena udzur. Menurut Imam Hanabilah: 
pembunuhan karena hak, dan pembunuhan karena udzur.
25
 
Melihat hal tersebut maka penting adanya rujukan yang mengatur masalah-
masalah yang menimbulkan perbedaan antara pemikiran Mazhab Māliki dan 
pemikiran Mazhab Syāfi‟i dalam menentukan hukuman atau tidak mendapatkannya 
warisan yang disebabkan pembunuhan secara tidak sengaja yang mengakibatkan 
pembunuh tidak mendapatkan warisan.  
D. Rumusan Masalah  
Berdasarkan dari pemaparan latar belakang di atas maka dapat ditarik 
rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana kriteria pemikiran Mazhab Māliki dan pemikiran Mazhab 
Syāfi‟i terhadap pembunuhan secara tidak sengaja yang mengakibatkan 
terhalangnya mendapatkan warisan ? 
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2.  Bagaimana hak waris bagi pelaku pembunuhan secara tidak sengaja 
menurut pemikiran Mazhab Māliki dan pemikiran Mazhab Syāfi‟i?  
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah 
sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui kriteria pemikiran Mazhab Māliki  dan pemikiran 
Mazhab Syāfi‟i terhadap pembunuhan secara tidak sengaja. 
b. Untuk mengetahui hak waris bagi pelaku pembunuhan secara tidak 
sengaja menurut pemikiran Mazhab Māliki dan pemikiran Mazhab 
Syāfi‟i. 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Kegunaan Teoritis 
1) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 
pengembangan ilmu hukum pada umumnya, hukum pidana pada 
khususnya dan lebih terkhusus pemikiran Mazhab Māliki dan 
Mazhab Syāfi‟i.  
2) Dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan (literatur) di samping 
literatur-literatur yang sudah ada tentang terhalangnya 
mendapatkan warisan. 
25 
 
b. Kegunaan praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis 
untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di 
Fakultas Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung. 
F. Metode Penelitian 
Ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi 
ini baik yang berkaitan dengan jenis penelitian, metode pendekatan, metode 
pengumpulan data dan teknik pengumpulan data, sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Dilihat dari jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan 
(library research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca 
buku-buku, literatur yang mempunyai hubungan dengan permasalahan 
yang diteliti.
26
  
Jadi, penelitian di sini adalah mengidentifikasi dan menganalisis 
beberapa buku-buku atau bahan pustaka sesuai dengan permasalahan yang 
diteliti, yaitu bagaiman pendapat atau ketetapan pemikiran Mazhab Māliki 
dan Mazhab Syāfi‟i dalam menetapkan hukum kewarisan Islam bagi 
pelaku pembunuhan secara tidak sengaja yang dilakukan ahli waris kepada 
pewarisnya sebagai sebab tidak mendapatkan warisan.  
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2. Sumber Data 
Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan 
dasar kajian (analisis atau kesimpulan).
27
 Sumber data dalam sebuah 
penelitian meliputi: catatan atau laporan resmi, barang cetakan, buku teks, 
buku-buku referensi, majalah, Koran, bulletin, dokumen, catatan, kisah-
kisah sejarah, dan lain sebagainya. 
Adapun data penelitian ini dibedakan menjadi dua (2) 
berdasarkan sumber pengumpulan data yaitu : 
a. Bahan primer  
Bahan primer adalah data yang diperoleh langsung dari 
sumbernya, diamati, dicatat untuk pertamakalinya. Data tersebut akan 
menjadi data sekunder apabila tidak dipergunakan langsung oleh orang 
yang tidak berhubungan langsung dengan peneliti yang 
bersangkutan.
28
 Sehingga dalam penelitian ini sumber bahan primer 
yang dimaksud adalah buku-buku yang berkaitan langsung dengan 
judul ini, di antaranya: 
1) Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Jakarta: 
Lentera, 2004. 
2) Ibnu Rusyd, Bidayatu‟l Mujtahid, Semarang: Asy-Syifa‟,1990. 
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3) Fatchur Rahman, Ilmu Waris, Bandung: Pt. Alma‟arif Cetakan 
Ketiga, 1994. 
4) Moh.Rifa‟i.  Fiqih Islam Lengkap. Semarang: Karya Toha Putra, 
2014. 
5) Tm. Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqhul Mawaris, Jakarta: Bulan 
Bintang, 1973 
6) M. Abdurrahim, Al-Muhadharat Fil-Miratsil-Muqaron, Kairo: 
Al-Kisyka 
7) Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2000 
8) Amir Syarifudin, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Kencana, 
2008 
9) Firdaweri. Fiqh Mawari. IAIN Raden Intan Lampung: Seksi 
Penerbit Fakultas Syaria,2016. 
10) Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, Yogyakarta: UII 
Press, 2001 
11) Muhammad Ali As-Shobuni, Hukum Waris Dalam Syariat 
Islam, Bandung: Diponegoro, 2006  
 
 
 
28 
 
b. Bahan sekunder 
Bahan sekunder adalah data yang diperole seorang peneliti 
secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik 
lisan maupun tertulis. 
bahan sekunder penelitian ini adalah semua buku, jurnal, atau 
bahan pustaka yang mendukung dan informasi-informasi yang ada 
hubungannya dengan judul penelitian ini secara tidak langsung. 
  
3. Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini Pengumpulan data yang penulis gunakan 
adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 
variable yang berupa catatan, buku, majalah, bulletin dan lain sebagainya. 
Berpijak dari pemahaman di atas maka peneliti dalam 
pengumpulan data yakni mencari atau memperoleh data dari buku-buku 
bacaa, surat kabar, majalah, dan sebagainya yang ada kaitannya denga 
judul penelitian ini.  
4. Analisis Data 
Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan 
data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 
ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 
29 
 
disarankan oleh data.
29
 Metode analisis data dalam kajian ini yang 
digunakan adalah: 
a. Content Analysis 
Teknik yang paling umum digunakan ialah content analysis 
atau kajian isi. Sebagaimana yang dikutip Lexy J Moleong, Weber 
menyatakan bahwa penelitian ini adalah metodologi penelitian yang 
memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang 
sahih dari sebuah buku atau dokumen.
30
 Dalam aplikasinya, data yang 
diperoleh diklasifikasikan berdasarkan focus penelitian, selanjutnya 
data diurai secara mendalam, kritis dan sistematis sehingga dapat 
ditarik kesimpulan mengenai perbedaan pemikiran Mazhab Māliki dan 
Mazhab Syāfi‟i dalam menetapkan hukum kewarisan Islam bagi 
pelaku pembunuhan secara tidak sengaja yang dilakukan ahli waris 
kepada pewarisnya sebagai sebab tidak mendapatkan warisan. 
b. Critic analysis 
 Critic analysis adalah penguraian atau kupasan secara 
mendalam terhadap data-data yang ada untuk meberi penilaian yang 
disertai pertimbangan.
31
 Dalam metode ini, penelitian mengkaji, 
menganalisis dan mengkritisi secara mendalam terhadap pemikiran 
Mazhab Māliki dan Mazhab Syāfi‟i dalam menetapkan hukum 
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kewarisan Islam bagi pelaku pembunuhan secara tidak sengaja yang 
dilakukan ahli waris kepada pewarisnya sebagai sebab tidak 
mendapatkan warisan. 
c. Comparative analysis 
Metode comparative analysis adalah sebuah cara penguraian 
data yang dimulai dengan penyajian pendapat para ahli untuk dicari 
persamaan yang prinsipil dan perbedaan yang juga prinsipil, setelah 
itu benar-benar dipertimbangkan secara rasional kemudian diakhiri 
dengan penarikan suatu kesimpulan atau diambil salah satu pendapat 
yang dianggap paling kuat.
32
 Dalam penelitian ini, peneliti 
membandingkan terhadap pemikiran Mazhab Māliki dan Mazhab 
Syāfi‟i dalam menetapkan hukum kewarisan Islam bagi pelaku 
pembunuhan secara tidak sengaja yang dilakukan ahli waris kepada 
pewarisnya sebagai sebab tidak mendapatkan warisan. Hal ini 
dilakukan untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan antara kedua 
sudut pandang di atas, sekaligus mendiskripsikannya secara 
mendalam dan sistematis. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Pengertian Kewarisan 
Dalam hukum Islam, terutama hukum kewarisan Islam, kata waris berasal dari 
bahasa Arab, yaitu -    اثرا    ثرو -  ثري  yang berarti mewarisi.33 Istilah lain untuk ilmu 
waris adalah ilmu fārā‟idh. Kata fārā‟idh ( ضئارف ) merupakan bentuk jamak dari kata 
fard ( ضرف ) yang berarti penentuan.34 
Waris dalam bahasa Indonesia disebut pusaka, yaitu harta benda dan hak yang 
ditinggalkan oleh orang yang mati untuk dibagikan kepada yang berhak 
menerimanya. Pembagian itu lazim disebut dengan “fārā‟idh”, artinya menurut syara‟ 
ialah pembagian pusaka bagi yang berhak menerimanya.
35
 Sedangkan secara istilah, 
menurut Muhammad Syarbini al-Khatib sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rofiq, 
mendefinisikan hukum kewarisan sebagai hukum yang mengatur pembagian warisan, 
mengetahui bagian-bagian yang yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap 
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ahli waris yang berhak.
36
 Definisi yang hampir sama dikemukakan oleh Teungku 
Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya yang berjudul Fiqh Mawāris, ilmu 
mawaris yaitu ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang 
yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima, oleh tiap-tiap waris dan cara 
pembagiannya.  
Sementara itu, Muhammad Ali Al-Ashobuni mendefinisikan waris sebagai 
perpindahan kepemilikan dari mayit kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik 
berupa harta tinggalan atau property atau hak-hak yang sah secara syar‟i.37 
Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf a menyebutkan bahwa 
hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan 
harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli 
waris dan berapa bagiannya masing-masing.
38
 
Dalam istilah sehari-hari fiqh mawāris disebut juga dengan hukum warisan 
yang sebenarnya merupakan terjemahan bebas dari kata fiqh mawāris. Bedanya, fiqh 
mawāris menunjuk identitas hukum waris Islam, sementara hukum warisan 
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mempunyai konotasi umum, bisa mencakup hukum waris yang diatur dalam Kitab 
Undang-undang Hukum (KUH) Perdata.
39
 
Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai 
perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya 
yang masih hidup. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum Warisan di 
Indonesia misalnya mendefinisikan, “warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah 
berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan  sesorang pada waktu ia 
meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.
40
 
Beberapa definisi tersebut dapat ditegaskan bahwa harta waris (al-mirāts) 
yaitu harta dengan aneka ragam jenisnya yang ditinggalkan oleh orang yang telah 
meninggal dunia (muwarits) yang dapat diwarisi oleh ahli warisnya (warits: dzawīl 
furūdh, dzawīl qarābah atau „ashābah) dengan melalui proses perpindahan hak milik 
yang dibenarkan menurut syara‟ dan aturan perundang-undangan yang berlaku.41 
Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa waris atau hukum 
kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan kepemilikan 
sesuatu, baik berupa harta, benda-benda bergerak atau tidak bergerak, maupun hak-
hak, dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup sesuai 
dengan syari‟at. 
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B. Dasar Hukum Kewarisan Islam 
Ilmu Farā‟idh atau Fikih Mawāris merupakan ilmu yang sangat 
penting, oleh karena itu, Allah sendiri dan secara langsung mengatur bagian 
farā‟idh ini. Dia tidak menyerahan hal tersebut kepada malaikat atau rasul 
yang paling dekat sekalipun. Allah telah menjelaskan masing-masing bagian 
ahli waris yang seperdua, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga dan 
seperenam. Ini berbeda dengan hukum-hukum lainnya, seperti salat, zakat, 
puasa, haji dan lain-lain yang nash-nashnya bersifat gelobal.
42
 Hukum 
pembagian harta warisan menurut hukum Islam ada beberapa sumber yaitu; 
1) Al-Qur‟an, merupakan sebagian besar sumber hukum waris yang banyak 
menjelaskan ketentuan-ketentuan fard tiap-tiap ahli waris, seperti dalam 
tercantum dalam surah an-nisa‟ ayat 7, 11, 12, 176, dan surah-surah yang lain.  
Surah an-Nisa ayat 7 
                          
                     …  
Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan 
kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan 
ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah 
ditetapkan". (Q.S. An-Nisa: 7).43 
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Surah an-Nisa ayat 11 
                              
                         
                                      
                                
                      …   
Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-
anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang 
anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi 
mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang 
saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi 
masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu 
mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi 
oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu 
mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-
pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah 
dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak 
mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. 
ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Bijaksana”. (Q.S. An-Nisa: 11).44 
 
Surah an-Nisa  ayat 12  
                        
                         
                         
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                            
                        
                                .   
Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh 
isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai 
anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah 
dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri 
memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai 
anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari 
harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) 
sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun 
perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi 
mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan 
(seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam 
harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka 
bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya 
atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli 
waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari 
Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”. (Q.S. An-Nisa: 1245 
 
Surah An-Nisaa‟ ayat 176 
                               
                             
                              
       …  
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Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah 
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan 
ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi 
saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan 
saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia 
tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi 
keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika 
mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka 
bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara 
perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan 
Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. An-Nisa: 176).46 
Allah Ta‟ala menjelaskan dalam ayat-ayat yang mulia dari kitab Allah bagian 
setiap pewaris yang berhak mendapatkan warisan dan menunjukkan bagian warisnnya 
dan syarat-syaratnya. Allah Ta‟ala menjelaskan pula keadan-keadaan dimana manusia 
mendapat waris dan di mana ia tidak memperolehnya, kapan ia mendapat waris 
dengan penetapan atau dengan menjadi ashobah (menunggu sisa atau mendapat 
seluruhnya) atau dengan kedua-duanya, dan kapan ia terhalang untuk mendapatkan 
waris, seluruhnya atau sebagiannya.
47
 
Walaupun hanya tiga ayat, tetapi ketiganya mencakup pokok-pokok ilmu 
faroid dan rukun-rukun hukum waris. Barang siapa memahami, menghafal dan 
menguasainya, maka mudahlah baginya mengetahui bagian setiap pewaris dan 
memahami hikmah Allah yang Agung dalam pembagian warisan dengan cara yang 
cermat dan adil di mana Allah tidak melupakan hak seorang pun, tidak mengabaikan 
kepentingan anak kecil maupun orang tua, lelaki dan wanita. Bahkan Allah 
memberikan hak masing-masing yang berhak atasnya dengan bentuk hukum yang 
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paling sempurna dan bentuk persamaan yang paling cemerlang serta prinsip keadilan 
yang paling cermat. Allah membagi harta peninggalan di antara orang-orang yang 
berhak secara adil dan bijaksana dengan cara yang tidak dipersoalkan oleh orang 
teraniaya atau tidak menimbulkan keluhan bagi orang yang lemah dan tidak 
memerlukan hukum lain di Bumi guna mewujudkan  keadilan atau menghilangkan 
kezaliman dari manusia.
48
  
Imam Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya berkata, “Ayat-ayat mawārĩts 
tersebut merupakan salah satu tiang agama, tonggak hukum Islam, serta induk ayat-
ayat Al-Qur‟an. Karena, farāidh merupakan ilmu yang sangat tinggi derajatnya dan 
bahkan merupakan separoh dari ilmu keislman.
49
  
2) Hadis-hadis Nabi Saw. 
 ِنَع ِصَوْحَلأْا ِنَعَو  ْوُعْسَم ِنْبا ِوَّللاا ُلْوُسَر َلَاق : َلَاق ٍد  ,,. ص ُهوُمِّلَعَو ََناْرُقْلا اوُمَّلَع َت
اَو ،ٌضوُبْقَم ٌؤُرْما ِِّنَِِّإف ،اى وُمِّلَعَو َضِئَارَفْلا اوُمَّلَع َتَو ،َساَّنلا ,ٌْعو ُفْرَم ُمْلِعْل َْنا ُكِشْو ُيَو
 ْلاَو ,ِةَضِْيرَفْلا فِ ِناَن ْثا َفِلَتَْيَ َُه ُبُِْيَاًدَحَا ِناَد َِيََلاَف ،ِةََلأْسَم...ا  
Artinya:”dan dari Al-Ahwash, dari Ibnu Mas‟ud. Ia berkata: rasulullah saw 
bersabda. “pelajarilah Al-Qur‟an dan ajarkanlah dia kepada orang lain: pelajarilah 
ilmu Faraidl dan ajarkanlah kepada orang lain. Karena sesungguhnya Aku akan 
mati dan ilmu akan hilang; dan hamper-hampir pula dua orang bersengketa soal 
pembagian waris dan masalah. Lalu mereka tidak lagi mendapatkan orang yang 
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akan memberitahunya”. (demikian disebutkan oleh Imam Ahmad dalam riwayat 
anaknya Abdullah).
50
 
Semua yang ditulis para Ulama di masa dahulu dan sekarang dan semua yang 
mereka tulis tentang ilmu waris sesungguhnya adalah penjelasan terhadap ayat-ayat 
yang mulia ini. Ayat-ayata ini telah mengumpulkan keterangan dan membagi dengan 
adil dan menyempurnakan tasyrī‟ serta merinci pembagian itu dan memberikan hak 
kepada masing-masing yang berhak tanpa pilih kasih. Mahasuci Allah yang 
menetapkan  hukum-hukum dalam kitab-Nya yang tidak datang kebatilan kepadany 
dari depannya maupun belakangnya dan diturukna dari Allah Yang Maha Bijaksana 
lagi Maha Terpuji. Sungguh besar hikmah Allah dan tasyri‟-Nya yang sempurna dan 
kekal sehingga tak seorang manusiapun yang sanggup menandinginya.
51
 
Hadis antara lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas R.A.:  
 ِنَع  َّبَع ِنْبا َيِضَر ٍس ا ِنَع اَمُه ْ نَع ُللها  َلَاق َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِّبَِّنلا:  اوُِقْلَْأ
 ََكذ ٍلُجَر َلَْوَِلأ َوُه َف َيَِقب اَمَف اَهِلْىَِأب َضِئَارَفْلا ٍر )ويلع قفتم( 
Artinya: “Dari Ibnu Abbas R.A. Nabi Saw. Ia bersabda: “serahkanlah bagian itu 
kepada yang berhak, kemudian sisanya adalah untuk anak laki-laki yang lebih dekat 
(kepada mayit)”. (HR. Ahmad, Bukhari Dan Muslim)52 
 
 ِّبَِّنلا ََّناٍدْيَز ِنْبَةَماَُسا ْنَع َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص َلَاق . ُمِلْسُمْلا ُثَِري َلا َلاَو َرِفاَكْلا
ا ُرِفاَكْلا ُمْل َمِلْس ملسمو ىراخبلا هاور() 
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Artinya: “Dari Usamah bin Zaid dari Nabi saw, Ia bersabda, “Orang Islam tidak 
dapat warisan dari orang kafir, dan orag kafir tidak dapat warisan dari orang 
islam”. (H.R. Jamaah, kecuali Muslim dan Nasai)53 
 
 َانَر َبْخَأَو ُنْب ُد َّمَُمُ اَن َث َّدَح ُِّنِاَه َبْصَلأا ِخْي َّشلا ُوَبأ َانَر َبْخَأ ُويِقَفْلا ِثِرَاْلْا ُنْب ِرْكَب ُوَبأ
 ُدْبَع َلَاق ٍلُجَر ْنَع ٌرَمْعَم َانَر َبْخَأ ِقاَّزَّرلا ُدْبَع اَن َث َّدَح َدِيَزي ُنْب ُساَّبَعْلا اَن َث َّدَح ٍرَفْعَج
 ُرْمَع َوُىَو ِقاَّزَّرلا ُّبَِّنلا َلَاق َلَاق ٍساَّبَع ِنْبا ِنَع َةَِمرْكِع ْنَع ٍقْر َب و-ويلع للها ىلص 
ملسو  , ُْوِثَري َلا ُوَّنَِإف ًلايَِتق َلْت َق ْنَم  َْوأ ِهِدَلَو َناَك ْنِإَو ُُهر ْ يَغ ٌثِراَو ُوَل ْنُكَي َْلَ ْنِإَو
ملسو ويلع للها ىلص وَّللا َلوُسَر َّنَِإف ِهِدِلاَو- ىَضَق >ٌثَار ْ يِم ٍلِتاَِقل َسَْيل<. 
 
Artinya: “Telah bercerita Abu Bakar bin Alharits, telah mengkhabarkan kepada kami 
Abu Syekh Al-ashbahani, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja‟far, 
telah menceritakan kepada kami Al‟abbas bin Yazid, telah bercerita kepada kami 
Abdurrazzaq, telah bercerita kepada kami Ma‟mar dari seseorang (Amr Barq) dari 
Ikrimah dari Ibnu Abbas r.a, katanya, telah bersabda Rasulullah Saw, “Siapa yang 
membunuh korban, ia tidak mendapatkan warisan.” walaupun tidak ada ahli waris 
yang lainnya, walaupun ia itu anaknya atau ibu-bapaknya, karena Rasulullah Saw 
menetapkan, “Bagi pembunuh tidak ada warisan.” (HR Albayhaqi : 12604).54 
Riwayat al-Nasa‟i: 
ورمع نع  َنِم ِلِت اَقِْلل َسَْيل( ص للهاا لوسر لاق :لاق هّدج نع ويبا نع بيعش نب
 ّيءاسّنلا هاور )ٌءْيَش ِثَار ْ يِمْلا 
Artinya: “Dari „Amr Bin Syu‟aib, dari bapaknya, dari datuknya. Ia Berkata : Telah 
bersabda Rasulullah Saw : “Tidak ada bagi yang membunuh itu sedikit-pun daripada 
warisan”. (H.R. Nasa‟i).55 
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3) Al-ijmā, yaitu kesepakatan kaum muslimin menerima ketentuan hukum waris 
yang terdapat di dalam Al-Qur‟an dan al-Sunah, sebagai ketentuan hukum yang harus 
dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Karena 
ketentuan tersebut telah diterima secara sepakat, maka tidak ada alasan untuk 
menolakya. Para Ulama mendefinisikan ijmā‟ adalah kesepakatan seluruh Ulama 
mujtahid tentang suatu ketentuan hukum syara‟ mengenai suatu hal pada suatu masa 
setelah wafatnya Rasulullah Saw.
56
  
4) Al-ijtihād, yaitu pemikiran sahabat atau Ulama yang memiliki cukup syarat 
dan Kriteria sebagai mujtahid, untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul, 
termasuk di dalamnya tentang persoalan pembagian warisan. Yang dimaksud di sini 
adalah  ijtihad dalam menerapkan hukum (tathbīq al-ahkām),  bukan untuk mengubah 
pemahaman atau ketentuan yang ada. Misalnya, bagaimana apabila dalam pembagian 
warisan terjadi kekurangan harta, maka diselesaikan dengan menggunakan cara 
dinaikkan angka asal masalahnya. Cara ini disebut dengan masalah „Aul, atau 
sebaiknya jika terjadi kelebihan, maka ditempuh dengan cara mengurangi angka asal 
masalah, yang disebut dengan cara Radd. Jika dalam cara „Aul  akan terjadi 
pengurangan bagian secara proposional dari yang seharusnya diterima ahli waris, 
maka dalam cara radd, akan terjadi kelebihan dari bagian yang seharusnya diterima.
57
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C. Rukun dan Syarat  Kewarisan Islam  
1. Rukun Kewarisan Islam 
Menurut bahasa, sesuatu dianggap rukun apabila posisinya kuat dan 
dijadikan sandaran, seperti ucapan: “saya berukun kepada Umar.” Maksudnya 
adalah “Saya bersandar pada pendapat Umar.”58 
Menurut istilah, rukun adalah keberadaan sesuatu yang lain. 
Contohnya adalah sujud dalam salat. Sujud dianggap sebagai rukun, karena 
sujud merupakan bagian dari shalat. Karena itu, tidak dikatan shalat jika tidak 
sujud. Dengan kata lain, rukun adalah sesuatu yang keberadaannya mampu 
menggambarkan sesuatu yang lain, baik sesuatu itu hanya bagian dari sesuatu 
yang lain, maupun yang mengkhususkan sesuatu itu.
59
 
Dengan demikian, rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk 
mewujudkan bagian harta waris di mana bagian harta waris tidak akan 
ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya. Rukun-rukun untuk mewaris Ada 
tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam waris –mewarisi, tiap-tiap unsur 
tersebut harus memenuhi berbagai persyaratan. Unsur-unsur ini dalam kitab 
fiqh dinamakan rukun, dan persyaratan itu dinamakan syarat untuk tiap-tiap 
rukun. Rukun merupakan bagian dari permasalahan yang menjadi 
pembahasan. Pembahasan ini tidak sempurna, jika salah satu rukun tidak ada 
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misalnya wali dalam salah satu rukun perkawinan. Apabila perkawinan 
dilangsungkan tanpa wali, perkawinan menjadi kurang sempurna, bahkan 
menurut pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi‟i perkawinan itu tidak sah.60 
Sehubungan dengan pembahasan hukum waris, yang menjadi rukun waris-
mewarisi ada 3 (tiga), yaitu sebagai berikut: 
a) Harta Peninggalan (Maurūts) 
Harta peninggalan (maurūts) ialah harta benda yang ditinggalkan oleh si 
mayit yang akan dipusakai atau dibagi oleh para ahli waris setelah diambil 
untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat.
61
 
Harta peninggalan dalam kitab fiqh biasa disebut tirkah, yaitu apa-apa yang 
ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa harta secara mutlak. 
Jumhur fuqahā‟ berpendapat bahwa tirkah ialah segala apa yang menjadi 
milik seseorang, baik harta benda maupun hak-hak kebendaan yang diwarisi 
oleh ahli warisnya setelah meninggal dunia. Jadi, disamping harta benda, juga 
hak-hak, termasuk hak kebendaan maupun bukan kebendaan yang dapat 
berpindah kepada ahli warisnya. Seperti hak menarik hasil dari sumber air, 
piutang, benda-benda yang digadaiakan oleh  mayit, barang-barang yang telah 
dibeli oleh mayit sewaktu masih hidup yang harganya sudah dibayar, tetapi 
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barangnya belum diterima, barang yang dijadikan maskawin untuk istri yang 
belum diserahkan sampai ia meninggal, dan lain-lain.
62
 
b) Orang yang Meninggalkan Harta Waris (Muwarrits) 
Muwarrits adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta 
waris. Di dalam kamus Indonesia disebut dengan istilah “Pewaris”, 
sedangkan dalam kitab fiqh disebut muwarits. 
Bagi muwarrits berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan 
miliknya dengan sempurna, dan ia benar-benar telah meninggal dunia, baik 
menurut kenyataan maupun menurut hukum, kematian muwarrist menurut 
para Ulama fiqh dibedakan menjadi 3 macam, yakni 
(1) Mati haqīqy (sejati), 
(2) Mati hukmy (berdasarkan keputusan hakim), dan 
(3) Mati taqdīry (menurut dugaan). 
Mati haqīqy  ialah hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa 
itu sudah berwujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh 
pancaindra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian. Sebagai sebab 
dari kematian seluruh harta yang ditingglkannya setelah dikurangi untuk 
memenuhi hak-hak yang bersangkutan dengan harta peninggalannya, 
beralih dengan sendirinya kepada ahli waris yang masih hidup di saat 
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kematian muwarrits,  dengan syarat tidak terdapat salah satu dari 
halangan-halangan mempusakai.
63
 
Mati hukmy, ialah suatu kematian disebabkan oleh adanya vonis 
hakim, baik pada hakikatnya, seseorang benar-benar masih hidup, 
maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati. Sebagai contoh 
orang yang divonis mati, padahal ia benar-benar masih hidup. Vonis ini 
dijatuhkan terhadap orang murtad yang melarikan diri dan bergabung 
dengan musuh. Vonis mengharuskan demikian karena menurut syariat 
selama tiga hari dia tidak bertaubat, harus dibunuh. Demikian jug vonis 
kematian terhadap  mafqūd,  yaitu orang yang tidak diketahui kabar 
beritanya, tidak dikenal domisilinya dan tidak diketahui hidup dan 
matinya. Jika hakim telah menjatuhkan vonis mati terhadap dua jenis 
orang tersebut maka berlakunya kematian sejak  tanggal yang termuat 
dalam vonis itu. Oleh karena itu, para ahli waris yang masih hidup sejak 
vonis kematiannya berhak mempusakai, karena orang yang mewariskan 
seolah-olah telah mati sejati di saat vonis dijatuhkan dan ahli waris mati 
mendahului vonis sudah tidak berhak terhadap harta peninggalannya. 
Mati taqdīry ialah suatu kematian yang bukan haqīqy  dan bukan 
hukmy, tetapi semata-mata hanya berdasarkan dugaan keras, misalnya 
kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi pemukulan 
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terhadap perut ibunya atau pemaksaan agar ibunya minum racun. 
Kematian tersebut hanya semata-mata berdasarkan dugaan keras, dapat 
juga disebabkan oleh yang lain, namun kuatnya pemikiran atas akibat 
perbuatan semacam itu.
64
 
c) Ahli Waris atau Wārits 
Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan 
kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan 
(Semenda), atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya, pada 
saat meninggalnya al-muwarrits, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. 
Termasuk dalam pengertian ini adalah, bayi yang masih berupa janin, apabila 
dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka 
bagi janin tersebut berhak mendapatkan warisan. Untuk itu perlu diketahui 
batasan yang tegas mengenai batasan paling sedikit (batasan minimal) dan 
atau paling lama (batasan maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk 
mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan. Masalah ini akan 
dibahas tersendiri dalam pembahasn tentang al-haml.
65
 
Ada syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu bahwa diantara al-
muwarrits dan al-warits tidak ada halangan untuk saling mewarisi (mawāni 
                                                             
64
 Ibid, h. 80 
65
 Ahmad Rofik,  Op,. Cit. h. 29. 
47 
 
al-irts). Uraian tentang halangan saling mewarisi akan dibahas pada sub-sub 
berikutnya. 
Sedangkan menurut Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid dalam bukunya 
Hukum Kewarisan Islam bahwasanya pengertian ahli waris di sini adalah 
orang yang mendapat harta waris, karena memang haknya dari lingkungan 
keluarga pewaris. Namun, tidak semua keluarga dari pewaris dinamakan 
(termasuk) ahli waris. Demikian pula orang yang berhak menerima 
(mendapat) harta waris mungkin saja di luar ahli waris.
66
 Sebagaimana firman 
Allah Swt dalam Al-Qur‟an Surah An-Nisaa‟ ayat 8. 
                            
     …    
Artinya: “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang 
miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada 
mereka Perkataan yang baik”.(Q.S. An-Nisaa‟ ayat 8)67. 
 
2. Syarat Kewarisan Islam 
Adapun syarat adalah sesuatu yang berada di luar subtansi dari 
permasalahan yang dibahas, tetapi harus dipenuhi, seperti suci dari hadas 
merupakan syarat sahnya shalat. Walaupun bersuci itu di luar pekerjaan 
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shalat, tetapi harus dikerjakan oleh orang yang akan salat, karena jika dia 
shalat tanpa bersuci,salatnya tidak sah.
68
 
Syarat waris menurut istilah adalah sesuatu yang karena ketidak 
adanya, tidak ada hukum. Misalnya thahārah (bersuci) adalah syarat sah 
shalat, jika tidak bersuci sebelum salat maka niscaya salatnya tidak akan sah.
69
 
Dalam hukum kewarisan Islam ada tiga syarat supaya pewarisan 
dinyatakan ada, sehingga dapat member hak kepada seseorang atau ahli waris 
untuk menerima warisan, yaitu: 
a) Matinya orang yang mewariskan. Mati haqīqy (sejati), mati hukmy 
(menurut perkiraan hakim), mati taqdīry (menurut perkiraan). 
b) Ahli waris yang hidup baik secara haqīqy atau hukmy. 
c) Ahli waris mengetahui sebab-sebab ia mewarisi harta waris tersebut. 
Seperti garis kerabat, perkawinan atau perwalian. 
Syarat pertama : meninggal dunianya muwarrits baik secara haqīqy, 
secara hukmi maupun secara takdiri. Tirkah (harata peninggalan mayit) tidak 
boleh dibagikan kepada para ahli waris, kecuali apabila muwarrits sudah 
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diketahui dengan pasti meninggal dunia, atau dianggap mati oleh hukum.
70
 
Kemtian muwaris itu, menurut ulama, dibedakan kepada 3 macam, yaitu: 
(a) Mati haqīqy, ialah hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu 
sudah berwujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh pancaindera 
dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian. Sebagai akibat dari 
kematian seseorang ialah bahwa seluruh harta yang ditinggalkannya 
setelah dikurangi untuk memenuhi hak-hak yang bersangkutan dengan 
harta peninggalannya, beralih dengan sendirinya kepada ahli waris yang 
masih hidup di saat kematian muwarrits, dengan syarat tidak terdapat 
salah satu dari halangan-halangan mempusakai. 
(b) Mati hukmy, ialah satu kematian disebabkan adanya vonis hakim, baik 
pada hakikatnya, seseorang benar-benar masih hidup, maupun dalam dua 
kemungkinan antara hidup dan mati. Sebagai contoh orang yang telah 
divonis mati, padahal ia benar-benar masih hidup ialah vonis mati 
terhadap orang yang murtad yang melarikan diri dan menggabungkan 
kepada musuh. Vonis mengharuskan demikian karena menurut syari‟at, 
selama tiga hari dia tidak bertaubat, harus dibunuh. Contoh vonis 
kematian seseorang, padahal ada kemungkinan ia masih hidup ialah vonis 
kematian terhadap mafqud, yaitu orang yang tidak diketahui kabar 
beritanya, tak dikenal domisilinya dan tidak pula diketahui hidup atau 
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matinya. Jika hakim telah menjatuhkan vonis mati terhadap dua jenis 
orang tersebut, maka berlakunya kematian ialah sejak tanggal yang 
termuat dalam vonis, biarpun larinya murtad atau kepergiannya mafqūd 
sudah 15 tahun sebelum vonis, dan harta peninggalannya baru dapat 
diwarisi oleh ahli warisnya sejak tanggal yang termuat dalam vonis itu 
juga. Oleh karena itu para ahli waris yang masih hidup sejak vonis 
kematiannya berhak mempusakai, karena orang yang mewariskan  
seolah-olah telah mati sejati di saat vonis dijatuhkan dan ahli waris yang 
mati mendahului vonnis sudah tidak berhak terhadap harta 
peniggalannya. 
(c)  Mati taqdīry ialah suatu kematian yang bukan haqīqy dan bukan 
hukmy, tetapi semata-mata hanya berdasarkan dugaan keras. Misalnya 
kematian seorang bayi yag baru dilahirkan akibat terjadi pemukulan 
terhadap perut ibunya atau pemaksaan agar ibunya meminum racun. 
Kematian tersebut hanya semata-mata berdasarkan dugaan keras, sebab 
dapat juga disebabkan oleh yang lain, namun keras jugalah perkiraan atas 
akibat perbuatan semacam itu.
71
  
Syarat kedua : Pada Kompilasi Hukum Islam pasal 171 butir c 
dikatakan bahwa seseorang yang disebut ahli waris atau yang berhak 
menerima warisan adalah mereka yang tidak terhalang secara hukum untuk 
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menjadi ahli waris atau menerima ahli waris.
72
 Selain 3 syarat diatas  ada 
syarat lain yang harus dipenuhi ketika pembagian harta waris yaitu tidak 
adanya penghalang yang menghalangi ahli waris untuk mendapatakan 
warisan.
73
 
D. Sebab-Sebab Mewarisi 
 
1. Menurut Islam 
Mempusakai itu berfungsi menggantikan kedudukan mayit dalam 
memiliki dan memanfaatkan harta miliknya. Adalah bijaksana sekali kiranya 
kalau penggantian ini dipercayakan kepada orang-orang yang banyak 
memberikan bantuan, pertolongan, pelayanan, pertimbangan dalam 
mengemudikan bahtera hidup berumah tangga dan mencurahkan tenaga dan 
harta demi pendidikan putra-putranya, seperti suami-istri; atau dipercayakan 
kepada orang-orang yang selalu menjunjung martabat dan nama baiknya dan 
selalu mendoakan sepeninggalannya, seperti anak-anak turunannya; atau 
dipercayakan kepada orang yang telah banyak menumpahkan kasih sayang, 
menafkahinya, mendidiknya dan mendewasakannya, seperti orang tua dan 
leluhurnya; atau dipercayakan kepada orang yang telah mengorbankan 
sebagian harta bendanya untuk membebaskan dari perbudakannya menjadi 
manusia yang mempunyai hak kemerdekaan penuh, dan cakap bertindak, 
seperti maulal‟ataqah (orang yang membebaskan budak); atau dipercayakan 
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kepada orang yang telah membuat janji prasetia dan memberikan jasa 
mengislamkannya seperti maulal-muwalah.
74
 
Menurut Sayid Sabiq, seseorang dapat mewarisi harta peninggalan 
karena 3 (tiga) hal, yaitu sebab hubungan kerabat/nasab, perkawinan dan 
wala‟  (pemerdekaan budak). Adapun pada literatur hukum Islam lainnya 
disebutkan ada 4 (empat) sebab hubungan seseorang dapat menerima harta 
warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia, yaitu: 
a) Perkawinan 
b) Kekerabatan/nasab 
c) Wala‟ (pemerdekaan budak), dan 
d) Hubungan sesama Islam.75 
Dibawah ini akan diuraikan tentang penjelasan dari keempat sebab-
sebab untuk saling mewarisi. 
a) Perkawinan  
Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang sah menurut 
syariat Islam, perkawinan dikatakan sah apabila syariat dan rukunnya 
terpenuhi sesuai syariat Islam, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) 
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
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Perkawinan yang maksud bahwa; perkawinan yang dapat dinyatakan sah, 
apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya 
dank kepercayaannya yang kedua mempelai anut.
76
 Perkawinan merupakan 
akad yang sah sesuai syariat, walaupun hubungan intim (khulwah) belum 
dilakukan, dan meskipun orang yang menikah menderita sakit keras.
77
  
Apabila salah seorang di antara suami atau istri ada meninggal dunia 
yang perkawinannya masih dalam keadaan utuh atau tidak raj‟īy yang masih 
dalam keadaan masa iddah, maka dia berhak untuk saling mewarisi.
78
 
Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 
12, yaitu: 
                        
                         
                           
                              
                      
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                                
  .   
Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh 
isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai 
anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah 
dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri 
memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai 
anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari 
harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) 
sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun 
perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi 
mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan 
(seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam 
harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka 
bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya 
atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli 
waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari 
Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. .( QS. An-Nisa ayat 12).
79
  
 (1) Syarat-syarat Perkawinan 
Perkawinan yang menjadi sebab mempusakai memerlukan 2 syarat: 
(a) Akad perkawinan itu sah menurut syaria‟at, baik kedua suami-istri itu 
telah berkumpul maupun belum. Ketentuan ini berdasarkan: 
(b) Keumuman ayat-ayat mewarisi, dan 
(c) Tindakan Rasulullah s.a.w bahwa beliau: 
 ّضَق ْدَي َْنا َلْب َق َاهْنَع َت َاَماهُجْوَز ََناَكو ،ِثَار ْ ِيلم ْاب ٍقِس اَو ِتِْنب َءاَو ْر ِّبل ى
 َل ْض ُرْف َي َْلَ َو َلُخ ًاق َادَص َا 
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Artinya: “telah memutuskan kewarisan Barwa‟ binti Wasyiq. Suaminya telah 
meninggal dunia sebelum mengumpulinya dan belum menetapkan 
maskawinnya.”80 
Putusan Rasulullah ini menunjukkan bahwa pernikahan antara Barwa‟ 
dengan suaminya adalah sah. Suatu perkawinan dianggap sah tidak semata-
mata tergantung kepada telah terlaksana hubungan kelaminan antara suami-
istri dan telah dilunasinya pembayaran maskawin oleh suami, tetap tergantung 
kepada terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan.
81
 
Oleh karena itu suatu perkawinan yang dinyatakan fasid oleh 
pengadilan agama adalah tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk 
menuntut harta pusaka, bila salah seorang suami meninggal dunia, biarpun 
sudah pernah terjadi hubungan kelamin antara suami dan istri. Karena 
perkawinan yang fasid itu bukan perkawinan yang sah menurut syari‟at.82 
(2) Ikatan perkawanan antara suami-istri itu masih utuh atau dianggap masih 
utuh. 
Suatu perkawinan dianggap masih utuh ialah apabila perkawinan itu 
telah diputuskan dengan talak raj‟īy. tetapi masa iddah raj‟īy bagi seorang 
isteri belum selesai. Perkawinan tersebut masih utuh, karena disaat iddah 
masih berjalan, suami masih mempunyai hak penuh untuk meruju‟ kembali 
bekas isterinya yang masih menjalankan iddah, baik dengan perkataan 
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maupun dengan perbuatan, tanpa memerlukan kerelaan isteri, membayar 
maskawin baru, menghadirkan 2 orang saksi serta seorang wali.
83
 
Dengan demikian hak suami-istri untuk saling pusaka mempusakai 
tidak hilang. Jadi bila suami meninggal, dengan meninggalkan isterinya yang 
sedang iddah raj‟īy, isterinya masih dapat mempusakai harta peninggalan 
suaminya. Demikian juga sebaliknya, suami dapat mempusakai harta 
peninggalan isterinya yang meninggal dalam keadaan iddah raj‟īy. Tetapi 
kalau isteri yang ditalak raj‟īy tersebut menjadi bain (selesai iddah-nya), maka 
menurut ijmā‟ keduanya tidak dapat saling pusaka-mempusakai.84 
b) Kekerabatan 
Dimaksudkan kekerabatan adalah antara satu orang denga orang-orang 
lain mempunyai pertalian/hubungan darah baik garis lurus ke atas maupun garis 
lurus ke bawah, serta pertalian/hubungan darah garis menyamping. Garis lurus ke 
atas disebut ushūl atau leluhur mayit, dan garis lurus kebawah disebut furū‟ atau 
anak turunan mayit, serta garis menyamping disebut hawasyi. Terjadinya waris 
mewarisi karena pertalian/hubungan kekerabatan disebutkan firman Allah SWT 
(Q.S. an-Nisa : 7, yaitu: 
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                           
                      …    
Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan 
kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan 
ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah 
ditetapkan”..( Q.S. an-Nisa : 7).85 
Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan 
dengan yang mewarisi, kerabat-kerabat itu dapat digolongkan kepada 3 golongan, 
yakni: 
1. Furū‟, yaitu anak turun (cabang) dari mayit, 
2. Ushūl, yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si mati. 
3. Hawasyi, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan mayit melalui garis 
menyamping. Seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunnya dengan tidak 
dibeda-bedakan laki-lakinya atau perempuannya.
86
 
Ditinjau dari segi penerimaan saham-saham, mereka terbagi kedalam 4 
(empat) golongan: 
1) Golongan kerabat yang mendapat bagian tertentu jumlahnya, 
Seperti setengah, sepertiga, seperempat dan lain sebagainya. Golongan ini 
disebut dengan ashhābul-furūdhin-nasabiyah,  yang jumlahnya hanya 10 orang, 
yakni: 
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1. Ayah 
2. Ibu 
3. Kakek, yakni ayahnya ayah, betapapun tinggi mendakinya. 
4. Nenek shahihah, yakni ibunya ibu, betapapun juga tinggi mendakinya. 
5. Anak perempuan, 
6. Cucu perempuan pacar laki-laki, bagaimanapun rendah menurunnya. 
7. Saudari kandung, 
8. Saudari tunggal ayah, 
9. Saudari tunggal ibu, dan 
10. Saudara tunggal ibu. 
Mereka itu harus didahulukan dalam mempusakai dari pada kerabat-
kerabat yang lain. 
2) Golongan kerabat yang tidak memperoleh bagian tertentu,  
Tetapi mendapatkan sisa dari ashhābul-furūdh atau mendapat seluruh 
peninggalan bla ternyata tidak ada ashhābul-furūdh seorangpun. Golongan kedua 
ini disebut dengan „Ashābah-nasabiyah. 
„Ashābah-nasabiyah ini semuanya adalah orang laki-laki. Mereka 
diterbitkan menjadi 4 kelompok sebagai berikut: 
(a) Juzul-maiyit (anak turun laki-laki mayit), yaitu anak laki-laki dan cucu laki-
laki, bagaimanapun jauh menurunnya. 
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(b) Ashlul-maiyit (leluhur, asal mayit), yakni ayah dan kakek shahīh, betapapun 
tinggi mendakinya. 
(c) Juzul-ab (anak turun laki-laki ayah), yaitu saudara laki-laki kandung, saudara 
laki-laki tunggal ayah dan anak laki-laki mereka, sampai betapa jauh 
menurunnya. 
(d) Juzul-jadd (anak turun laki-laki kakek), yakni paman kandung, paman tunggal 
ayah, dan anak laki-laki mereka betapa jauh menurunnya. 
3) Golongan kerabat yang mendapat 2 macam bagian, yakni fard dan „ushūbah 
bersama-sama, dalam beberapa keadaan. Mereka itu ialah: 
(a) Ayah, dalam keadaan bila ia mewarisi bersama-sama far‟ul waris yang 
perempuan, 
(b) Kakek-shahīh, dalam keadaan yang sama dengan di atas dan tidak ada ayah. 
4) Golongan kerabat yang tidak termasuk „ashhābul-furūdh dan „ashābah. Mereka 
ini disebut dengan dzawīl-arhām. Rumpun dzawīl-arhām itu terbagi kepada 4 
rumpun sebagai berikut: 
(a) Orang-orang yang dihubungkan nasabnya kepada mayit karena mayit sebagai 
leluhur yang menurunkan. Mereka itu ialah:  
(1) Cucu-cucu pancar perempuan (aulādul-banati), laki-laki maupun 
perempuan, betapa jauhnya mereka menurun. 
(2) Anak-anaknya cucu-cucu perempuan pancar laki-laki, (aulādu-banatil-
ibni), laki-laki maupun, betapapun jauh mereka menurun. 
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(b) Orang-orang yang dihubungkan nasabnya dengan si mati karena orang-orang 
tersebut sebagai leluhur yang menurunkan si mati. Mereka itu ialah: 
(1) Kakek ghairus-shahīh, betapapun tinggi mendakinya, seperti ayah dari ibu 
si mati (abi-ummil-maiyit) dan ayah dari ayahnya ibu (abi-abil-ummi-
maiyit). 
(2) Nenek ghairus-shahīhah, betapapun tinggi mendakinya, seperti ibu dari 
ayahnya ibu (ummul-abi-ummi) dan nenek dari bapaknya ibu (ummi-
ummi-abil-ummi). 
(c)  Orang-orang yang dihubungkan nasabnya kepada ibu bapak si mati, lantaran 
keduanya sebagai leluhur yang menurunkan yang dapat mempertemukan 
orang yang dinasabkan dengan si mati. Mereka itu ialah: 
(1)  Anak-anak saudari-saudari (aulādul-akhawat) sekandung, tunggal ayah 
maupun tunggal ibu, baik anak-anak tersebut laki-laki maupun 
perempuan, betapapun jauh mereka menurun. 
(2) Anak-anak perempuan saudara-saudara secara mutlak, yakni baik saudara-
saudara tersebut sekandung, tunggal ayah maupun tunggal ibu, dan anak-
anak dari anak-anak perempuan saudara (aulādul-banati-ikhwah) 
betapapun jauh mereka menurun. 
(3) Anak-anak perempuan dari anak laki-laki saudara sekandung atau tunggal 
ayah, kendatipun jauh, dan anak-anak mereka, bagaimanapun jauhnya 
mereka menurun. 
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(4) Anak-anak laki-lakinya saudara-saudara tunggal ibu (abnāul-ikhwah li 
ummi) dan anak-anak mereka sampai betapa jauhnya mereka menurun. 
(d) Orang-orang yang dihubungkan nasabnya kepada kedua kakek (ayahnya ayah 
dan ayahnya ibu), baik dekat maupun jauh, atau kepada nenek (ibunya ayah 
dan ibunya ibu), baik dekat maupun jauh. Mereka itu terperinci manjadi 6 
kelompok yaitu: 
(1) „Amm-„amm (saudara-saudara ayah) seibu; „ammah-„ammah (saudari-
saudari ayah), khal-khal (saudara-saudara ibu) dan khalah-khalah 
(saudari-saudari ibu) sekandung atau seayah atau seibu. 
(2) Anak-anak orang-orang yang tersebut dalam kelompok di atas, betapapun 
jauh menurunnya; anak-anak perempuan „amm-„amm sekandung atau 
seayah dan anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki mereka („amm-
„amm sekandung atau seayah), betapapun jauh menurunnya; dan anak-
anak orang-orang perempuan yang baru disebutkan betapapun jauh 
menurunnya. 
(3) „Amm-„amm bapak seibu; „ammah-„ammah, khal-khal dan khalah-khalah 
bapak sekandung atau sebapak atau seibu; „amm-„amm, khal-khal dan 
khalah-khalah ibu sekandung atau sebapak atau seibu. 
(4) Anak-anak orang-orang yang disebutkan dalam kelompok ketiga 
betapapun jauh menurunnya; anak-anak perempuan „amm-„amm bapak 
sekandung atau sebapak dan anak-anak perempuan dari anak-anak laki-
laki mereka („amm-„amm bapak sekandung atau sebapak), betapapun jauh 
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menurunnya; dan anak-anak orang perempuan yang baru disebutkan, 
betapa jauh menurunnya. 
(5) „Amm-„amm bapaknya bapak seibu; „amm-„amm bapaknya ibu; „ammah-
„ammah, khal-khal dan khalah-khalah dari keduanya (bapaknya bapak dan 
bapaknya ibu) sekandung atau sebapak atau seibu; „amm-„amm ibunya ibu 
dan ibunya bapak; „ammah-„ammah, khal-khal, dan khalah-khalah dari 
keduanya (ibunya ibu dan ibunya bapak) sekandung, sebapak atau seibu. 
(6) Anak-anak orang-orang yang disebutkan dalam kelompok kelima, 
betapapun jauh menurunnya; anak-anak perempuan „amm-„amm dari 
bapaknya bapak, sekandung atau sebapak; anak-anak perempuan dari 
anak-anak laki-laki mereka („amm-„amm dari bapaknya bapak), betapapun 
jauh menurunnya; dan anak-anak orang-orang perempuan yang baru 
disebutkan, betapapun jauh menurunnya. 
Islam menghendaki agar harta peninggalan itu tidak tertumpuk pada 
seorang keluarga, tetapi dapat dinikmati oleh seluruh keluarga, sehingga tidak 
menimbulkan rasa dendam dan khianat-menghianati satu sama lain.
87
 
c) Wala‟ (Memerdekakan Budak) 
Al-wala‟ adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba 
sahaya, atau melalui tolong-menolong. Untuk yang terakhir ini, agaknya 
jarang dilakukan jika malah tidak ada sama sekali. Adapun al-wala‟ yang 
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pertama disebut dengan wala al-ataqah atau „ushūbah sabābiyah, dan yang 
kedua disebut dengan wala‟ al-muwālah, yaitu wala‟ yang timbul akibat 
kesedian seseorang untuk tolong-menolong dengan yang lain melalui suatu 
perjanjian perwalian.
88
 Orang yang memerdekakan hamba sahaya, jika laki-
laki disebut dengan al-mu‟tik dan jika perempuan al-mu‟tiqah. Wali penolong 
disebut maula dan orang yang ditolong disebut dengan mawāli.89 
Adapun bagian orang yang memerdekakan hamba sahaya adalah 1/6 
dari harta peninggalan. Jika kemudian ada pertanyaan apakah sekarang masih 
ada hamba sahaya, maka jawabannya adalah bahwa hapusnya perbudakan 
merupakan salah satu keberhasilan misi Islam. Karena memang imbalan 
warisan kepada al-mu‟tiq dan atau al-mu‟tiqah salah satu tujuannya adalah 
untuk memberikan motivasi kepada siapa saja yang mampu, agar membantu 
dan mengembalikan hak-hak hamba sahaya menjadi orang yang merdeka.
90
 
Dalil orang yang mempunyai hak wala‟ memiliki hak waris atas harta 
peninggalan budak‟ adalah sabda Rasulullah Saw. Dalam perkara Barirah 
R.A.,  
 ,,:َلَاق ُوََّنا .ص ِّبَِّنلا ِنَع َّحَص)ويلع قفتم( َقَتَْعا ْنَمِل ُءَلاَوْلا َا َّنَِّا  
Artinya: “Sah dari Nabi saw. Bahwa ia bersabda, hak wala‟ itu hanya bagi 
orang yang telah membebaskan budak(nya).” (HR Mutafaqun alaih).91 
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Wala‟ juga dianggap sebagai kerabat yang berdasarkan nasab, 
sebagaimana sabda Nabi Saw,  
  ,,ص ِوَّللا ُلْوُسَر َلَاق :َلَاق رمع نب وّللا دبع نع ِةَمْحُلَك ٌةَمُْلْ ُءَلاَوَْلا
)مكالْا هاور( ُبَى ُوَيلاَو ُع َبَُيلا ِبَشَّنلا 
Artinya: “wala‟ itu adalah suatu kerabat, seperti kerabat nasab yang tidak 
boleh dijual dan dihibahkan.” (HR Al-Hakim).92 
 
Bentuk penyamaan wala‟ dengan kerabat senasab, setidaknya bisa 
dipahami dengan melihat bahwa seorang tuan yang membebaskan budaknya 
dari “belenggu kepemilikan” yang disamakan dengan binatang-binatang, 
menjadi orang yang merdeka, sama artinya dengan „melahirkan‟, yang 
menjadi penyebab keluarnya seorang bayi, dari tidak ada menjadi ada.
93
  
 
E. Penghalang-Penghalang Mewarisi 
Kata al-mawāni‟ “beberapa penghalang” adalah bentuk jamak dari māni‟. 
Menurut bahasa, māni‟ berarti penghalang di antara dua hal. Contohnya, ini 
merupakan māni‟ antara lain dengan ini. Sedangkan menurut istilah, māni‟ berarti 
sesuatu yang mengharuskan ketiadaan sesuatu yang lain. Tentu saja ketiadaan sesuatu 
yang lain itu, tidak serta-merta bermakna secara substansial. Dengan demikian, māni 
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adalah keberadaannya, syarat adalah ketiadaannya, dan sebab adalah keberadaan dan 
ketiadaannya.
94
  
Menurut Fatchur Rahman dalam bukunya yang berjudul Ilmu Waris 
bahwasanya yang dimaksud dengan penghalang mempusakai ialah: tindakan atau hal-
hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mempusakai beserta adanya 
sebab-sebab dan syarat-syarat mempusakai. Misalnya pembunuhan dengan sengaja 
akibat dari suatu pertengkaran yang dilakukan oleh seorang anak terhadap bapaknya 
sendiri. Perbuatan anak tersebut merupakan suatu tindakan makar pembunuhan yang 
dapat menggugurkan haknya untuk mempusakai harta peninggalan ayahnya, biarpun 
ia telah mempunyai sebab-sebab yang sah, yakni: ia adalah anak turunannya yang sah 
dan telah memenuhi syarat-syarat untuk mempusakai, yakni ia masih hidup disaat 
kematian ayahnya. Andaikata ia tidak melakukan makar pembunuhan terhadap 
ayahnya, niscaya sebab-sebab dan syarat-syarat mempusakai yang ada padanya dapat 
dipergunakan sebagai senjata untuk menuntut hak warisan.
95
 
Sedangkan menurut Ahmad Rofiq bahwasanya halangan untuk menerima 
warisan atau disebut dengan mawāni‟ al-irts, adalah hal-hal yang menyebabkan 
gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan al-
muwarrits.
96
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Jadi yang dimaksud dengan beberapa penghalang mewarisi ialah keberadaan 
penghalang yang menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan. 
Namun, ketiadaan penghalang bukan berarti harus memberikan hak waris kepada 
penghalang bukan berarti harus memberikan hak waris kepada seseorang. Dengan 
kata lain, yang dimaksud dengan penghalang-penghalang mewarisi ialah tindakan 
atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta 
peninggalan setelah adanya sebab-sebab mewarisi. Jadi, yang dilarang mendapatkan 
hak waris adalah seseorang (ahli waris) yang mempunyai sebab mewarisi, tetapi ia 
melakukan tindakan yang dapat menggurkan kelayakan mewarisi. Orang semacam ini 
disebut sebagai orang yang diharamkan mendapatkan warisan, keberadaannya 
bagaikan tidak ada, dan dia tidak dapat menghalangi ahli waris yang lainnya, baik 
secara hirmān (tidak dapat warisan) maupun nuqshān (pengurangan).97 
Adapun faktor-faktor yang dapat menghalangi saling mewarisi terdapat dua 
garis besarnya, yaitu pengaruh sesuatu sifat dan pengaruh orang kerabat, yang 
penjelasannya dipaparkan berikut ini. 
1) Pengaruh sifat 
Halangan mewarisi karena pengaruh sifat adalah seseorang ahli waris 
yang sebenarnya berhak untuk menerima harta warisan dari pewaris, namun 
karena pada dirinya terdapat salah satu sifat atau keadaan tertentu 
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menyebabkan dia tidak bisa menerima warisan (adanya dianggap tidak ada). 
Maksudnya sekalipun dia memenuhi sebab-sebab dan syarat-syarat sebagai 
ahli waris, namun karena adanya pengaruh sifat itu menyebabkan dia tidak 
memperoleh harta warisan.
98
  
            Seseorang ahli waris yang terhalang menerima warisan karena 
pengarus sifat tersebut, disebut mamnū‟ yang terdiri atas tiga sifat, yaitu: 
a) Perbudakan 
Para ahli hukum Islam telah sepakat bahwa budak tidak dapat 
mewarisi dan tidak dapat mewariskan, karena mereka dianggap melarat. 
Disebut melarat sebab dia tidak cakap bertindak atau tidak cakap mengurusi 
dan tidak berhak untuk memiliki sedikitpun, bahkan mereka sendiri dan 
segala yang ada padanya dimiliki oleh tuannya.  
Keadaan budak dijelaskan oleh Allah SWT dalam Q.S. An-nahl (16): 
75 yaitu:  
                             
                            
  …   
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Artinya: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang 
dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang 
Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari 
rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu 
sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada 
mengetahui”. (Q.S. An-Nahl: 75).99  
 
Sehingga perbudakan dianggap sebagai penghalang waris mewarisi 
ditinjau dari dua sisi, yakni budak tidak dapat mewarisi harta peninggalan dari 
ahli warisnya dan tidak dapat mewariskan harta untuk ahli warisnya. Sebab 
ketika ia mewarisi harta peninggalan dari ahli warisnya niscaya yang memiliki 
warisan tersebut adalah tuannya, sedangkan budak tersebut merupakan orang 
yang bukan anggota keluarga tuannya.
100
 
Budak itu juga tidak dapat mewariskan harta peninggalan kepada ahli 
warisnya, karena dianggap tidak mempunyai sesuatu. Namun seandainya dia 
mempunyai sesuatu, maka kepemilikannya dianggap tidak sempurna. 
Kemudian kepemilikan tersebut beralih kepada tuannya akibat sirnanya 
kepemilikan yang ada pada budak.
101
 
Islam sangat tegas tidak menyetujui adanya perbudakan, sebaliknya 
Islam sangat menganjurkan agar setiap budak hendaknya dimerdekakan. Pada 
hakikatnya, perbudakan tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan, 
(humanism)dan rahmat yang menjadi ide dasar ajaran Islam. Ini ditunjukkan 
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melalui adanya sanksi-sanksi hukum, bagi pelaku pelanggaran atau kejahatan, 
memerdekakan budak merupakan salah satu alternatif yang harus ditempuh. 
Ini dimaksudkan agar secepatnya perbudakan dihapuskan dari muka bumi.
102
 
Seorang hamba sahaya secara yuridis dipandang tidak cakap 
melakukan perbuatan hukum. Karena hak-hak kebendaannya berada pada 
tuannya. Oleh karena itu,  ia tidak bisa menerima bagian warisan dari tuannya. 
Lebih dari itu, hubungan kekerabatan budak dengan saudara atau keluarganya 
sendiri terputus. Ahmad al-Jurjawy mengemukakan bahwa budak tidak dapat 
mewarisi harta peninggalan tuannya apabila tuannya meninggal dunia. Karena 
buda itu sendiri statusnya sebagai “harta” milik taunnya. Sebagai “harta” tentu 
tidak bisa memiliki, tetapi demikian, dan yang memiliki hanyalah yang 
berstatus merdeka, yaitu tuannya.
103
 
Demikian pula apabila ia sebagai muwarrits, ia tidak bisa mewariskan 
hartanya sebelum ia merdeka. Misalnya ada seorang mukātab, yaitu budak 
yang berusaha memerdekakan dirinya sendiri dengan menyatakan 
kesanggupan untuk membayar angsuran sejumlah uang, atau melalui 
melakukan suatu pekerjaan, menurut perjanjian yang telah disepakati antara 
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dirinya dengan tuannya, meskipun statusnya sebagai budak tidak penuh, ia 
tidak bisa mewarisi maupun mewariskan kekayaan yang ditinggalkan.
104
 
b) Pembunuhan  
Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap al-muwarrits, 
menyebabkan tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang diwarisinya. 
Demikian kesepakatan mayoritas (jumhur) Ulama. Golongan Khawarij – yang 
memisahkan diri dari „Ali ibn Thālib dan Mu‟awiyah karena pristiwa arbitrase 
(tahkim) ketika pasukan Mu‟awiyah hampir dikalahkan dengan mengangkat 
mushaf – menentang pendapat ini. Alasan mereka, ayat-ayat Al-Qur‟an tidak 
mengecualikan si pembunuh. Ayat-ayat muwarrits seperti dalam Q.S. Al-
Nisā‟ ayat 11-12 hanya memberi petunjuk umum. Oleh karena itu, petunjuk 
umum ayat-ayat tersebut harus diamalkan sebagaimana adanya.
105
 
Adapun dasar hukum yang melarang ahli waris yang membunuh untuk 
mewarisi harta peninggalan mayit adalah sabda Rasulullah Saw. Di antaranya 
adalah: 
 ُنْب ُد َّمَُمُ اَن َث َّدَح ُِّنِاَه َبْصَلأا ِخْي َّشلا ُوَبأ َانَر َبْخَأ ُويِقَفْلا ِثِرَاْلْا ُنْب ِرْكَب ُوَبأ َانَر َبْخَأَو
 َح ٍرَفْعَج ُدْبَع َلَاق ٍلُجَر ْنَع ٌرَمْعَم َانَر َبْخَأ ِقاَّزَّرلا ُدْبَع اَن َث َّدَح َدِيَزي ُنْب ُساَّبَعْلا اَن َث َّد
 ُّبَِّنلا َلَاق َلَاق ٍساَّبَع ِنْبا ِنَع َةَِمرْكِع ْنَع ٍقْر َب وُرْمَع َوُىَو ِقاَّزَّرلا-ويلع للها ىلص 
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ملسو  , ُوَّنَِإف ًلايَِتق َلْت َق ْنَم  ُْوِثَري َلا  َْوأ ِهِدَلَو َناَك ْنِإَو ُُهر ْ يَغ ٌثِراَو ُوَل ْنُكَي َْلَ ْنِإَو
ملسو ويلع للها ىلص وَّللا َلوُسَر َّنَِإف ِهِدِلاَو- ىَضَق >ٌثَار ْ يِم ٍلِتاَِقل َسَْيل<. 
Artinya: “Telah bercerita Abu Bakar bin Alharits, telah mengkhabarkan kepada kami 
Abu Syekh Al-ashbahani, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja‟far, 
telah menceritakan kepada kami Al‟abbas bin Yazid, telah bercerita kepada kami 
Abdurrazzaq, telah bercerita kepada kami Ma‟mar dari seseorang (Amr Barq) dari 
Ikrimah dari Ibnu Abbas r.a, katanya, telah bersabda Rasulullah Saw, “Siapa yang 
membunuh korban, ia tidak mendapatkan warisan.” walaupun tidak ada ahli waris 
yang lainnya, walaupun ia itu anaknya atau ibu-bapaknya, karena Rasulullah Saw 
menetapkan, “Bagi pembunuh tidak ada warisan.” (HR Albayhaqi : 12604).106 
ورمع نع  َنِم ِلِت اَقِْلل َسَْيل( ص للهاا لوسر لاق :لاق هّدج نع ويبا نع بيعش نب
 ّيءاسّنلا هاور )ٌءْيَش ِثَار ْ يِمْلا 
Dari „Amr Bin Syu‟aib, dari bapaknya, dari datuknya. Ia Berkata : Telah 
bersabda Rasulullah Saw : “Tidak ada bagi yang membunuh itu sedikit-pun daripada 
warisan”. (H.R. Nasa‟i).107  
Alasan yang mendasari seseorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta 
peninggalan orang yang dibunuh karena, terkadang, pembunuh memiliki tendensi 
mempercepat kematian orang yang akan mewariskan, sehingga dia dapat mewarisi 
harta peninggalannya. Diharamkannya mewarisi dari hasil pembunuhan atas dasar 
sad adz-dzarā‟i dan kaidah fikih yang mengatakan, “siapa yang mempercepat sesuatu 
sebelum masanya tiba, maka untuk mendapatkan sesuatu tersebut menjadi haram.”108 
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Setelah para ulama fikih bersepakat bahwa pembunuhan merupakan salah satu 
penghalang mewarisi, lalu mereka memperselisihkan hakikat pembunuhan yang 
benar-benar menghalangi seeorang untuk mewarisi; apakah bentuk pembunuhannya 
mutlak atau pembunuhan khusus? Dalam hal ini terdapat empat pendapat ulama, 
yakni sebagai berikut.  
(1) Bahwa orang yang membunuh tidak dapat mewarisi sama sekali dari orang yang 
dibunuhnya. 
(2) Bahwa orang yang membunuh itu mewarisi. Fukaha yang berpendapat seperti ini 
sedikit sekali jumlahnya. 
(3) Mengadakan pemisahan antara membunuh dengan tidak sengaja (tersalah) dengan 
membunuh disengaja. Fukaha golongan ini berpendapat bahwa pada pembunuhan 
disengaja, pembunuh tidak memperoleh sesuatu pun, sedang pada pembunuhan 
tanpa disengaja, pembunuhan bisa mewarisi, kecuali terhadap diyāt harta. 
Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik dan para pengikutnya. Landasan 
yang menjadi perbedaan adalah disebabkan oleh sebuah hadits yang diriwayatkan 
oleh mereka  Yahya bin Sa‟id dan „Amr bin Syu‟aib  
 ْنَع ُرَْحَْْلأا ٍدِلاَخ ُوَبأ اَن َث َّدَح َلاَاق ُّيِدْنِكْلا ٍديِعَس ُنْب ِوَّللا ُدْبَعَو ٍبْيَرُك ُوَبأ اَن َث َّدَح
 َق ٍجِلْدُم ِنَِب ْنِم ٌلُجَر َةَداَت َق َاَبأ َّنَأ ٍبْيَعُش ِنْب ِورْمَع ْنَع ٍديِعَس ِنْب َيََْيَ ُوَن ْبا َلَت
 َلاَق َف ًةَفِلَخ َينَِعبَْرأَو ًةَعَذَج َينِثَلاَثَو ًة َّقِح َينِثَلاَث ِلِب ِْلْا ْنِم ًةَئاِم ُرَمُع ُوْنِم َذَخََأف
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 ٍِلتاَِقل َسَْيل ُلوُق َي َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِوَّللا َلوُسَر ُتْع َِسَ ِلوُتْقَمْلا يِخَأ ُنْبا
 ٌثَايرِم ا هاور()ومج نب 
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Abu Kuraib) dan (Abdullah bin Sa'id 
Al Kindi), keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami (Abu Khalid Al 
Ahmar) dari (Yahya bin Sa'id] dari [Amru bin Syu'aib] bahwa Qatadah, 
seseorang lelaki dari Bani Mudlij telah membunuh anaknya. Maka Umar 
mengambil darinya seratus ekor unta, yaitu tiga puluh unta hiqqah (unta betina 
yang umurnya masuk tahun ke empat), tiga puluh unta jad'ah (unta betina yang 
umurnya masuk tahun ke lima), dan empat puluh unta khalifah (unta yang sedang 
hamil)." Keponakan korban berkata; "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada hak waris bagi seorang pembunuh”. (HR. 
Ibnu Majjah).
109
 
Imam Maliki mengartikan hadits tersebut kepada pembunuhan yang bukan 
murni sengaja, dan daripadanya ditetapkan pembunuhan menyerupai sengaja pada 
peristiwa yang terjadi antara anak dan ayahnya. Sedangkan menurut jumhur 
ulama‟, mereka mengartikan hadits tersebut menurut lahirnya, yakni perbuatan 
pembunuhan ayah terhadap anaknya tersebut.
110
 
(4) Dengan memisahkan antara kesengajaan yang terjadi pembunuhan karena perkara 
yang wajib dan yang bukan wajib. Seperti, jika orang tersebut membunuh karena 
harus menegakkan hukuman hudūd. Ringkasan, apakah pembunuhan tersebut 
dicurigai atau atau tidak dicurigai.
111
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Silang pendapat berpangkal pada adanya perlawanan antara aturan pokok 
syara‟ dalam masalah ini dengan tinjauan kemaslahatan menghendaki agar 
pembunuh tersebut tidak mewarisi, supaya orang banyak tidak mengambil 
warisan dengan jalan membunuh dan mengikuti yang lahir. Padahal ta‟abbudi 
mengharuskan diabaikannya pertimbangan demikian. Karena jika hal itu 
dimaksudkan, tentu syara‟ tidak akan mengabaikannya. Dan tuhanmu bukanlah 
Zat yang pelupa, seperti dikatakan oleh fukaha Zhahiri.
112
 Sedangkan konsep 
ta‟abbudi merupakan konsepsi ulama yang mencerminkan sebuah pemahaman 
tentang keagamaan. Ta‟abbudi yang dimaknai sebagai pemahan keagamaan yang 
harus diikuti tanpa harus mempertanyakan alasan dibalik sebuah perintah syariah 
agama.
113
 
Dengan demikian, pembunuhan menjadi penghalang untuk mewarisi 
hanya dari satu sisi, yakni sisi pembunuh dan seorang pembunuh tidak dapat 
mewarisi hartanya orang yang dibunuhnya. Namun, tanpa ada perselisihan orang 
yang terbunuh dapat mewarisi harta pembunuh. Contohnya, seorang anak melukai 
ayahnya, sehingga dipastikan dapat membuat ayah meninggal dunia. Namun 
sayangnya, anak meninggal dunia terlebih dahulu sebelum ayahnya yang dilukai 
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meninggal dunia. Dalam hal ini, ayah sudah dipastikan dapat mewarisi harta 
peninggalan anaknya.
114
 
c) Berlainan agama 
Para ahli fikih telah bersepakat bahwasanya, berlainan agama antara orang 
yang mewarisi dengan orang yang mewariskan, merupakana salah satu penghalang 
dari beberapa penghalang mewarisi. Berlainan agama terjadi antara Islam dengan 
yang selainnya atau terjadi antara satu agama dengan syarat yang berbeda.
115
 
Agama ahli waris yang berlainan merupakan penghalang untuk mewarisi 
dalam hukum waris. Dengan demikian, orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang 
Islam dan seorang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir, sebagaimana sabda 
nabi saw. Berikut ini. 
 ِّبَِّنلا ََّناٍدْيَز ِنْبَةَماَُسا ْنَع َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص َلَاق . َلاَو َرِفاَكْلا ُمِلْسُمْلا ُثَِري َلا
ا ُرِفاَكْلا َمِلْسُمْل ملسمو ىراخبلا هاور() 
Artinya: “Dari Usamah bin Zaid dari Nabi saw, Ia bersabda, “Orang Islam tidak 
dapat warisan dari orang kafir, dan orag kafir tidak dapat warisan dari orang 
islam”. (H.R. Jamaah, kecuali Muslim dan Nasai)116 
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Dengan demikian, sudah jelas dipahami bahwa antara ahli waris dan pewaris 
yang berlainan agama, menjadi penghalang kewarisan yang diukur pada saat 
terjadinya kematian. Sebagai contoh dapat dikemukakan yakni seorang Muslim 
meninggal dunia sedang istrinya orang Yahudi, beberapa saat kemudian sang istri 
masuk Islam. Istri ini tetap tidak dapat berhak mewarisi suaminya, meskipun harta 
warisan belum dibagi.
117
 
Namun, sebagian ahli fikih berpendapat bahwa orang Islam dapat mewarisi 
harta peninggalan orang kafir, dan tidak sebaliknya. Berdasarkan pertimbangan itu, 
jika seorang istri kitābiyah mati meninggalkan suami muslim, niscaya suami tersebut 
dapat mewarisi harta peninggalan istrinya, tetapi tidak sebaliknya.
118
 Beberapa alasan 
yang dijadikan argument dalam masalah ini adalah hal-hal berikut: 
(1) Berdasrkan hadits Nabi Saw, “Islam itu terus bertambah dan tidak 
berkurang.”119 
(2) Dalam melihat hadits ini, mereka seolah-olah berpendapat bahwa hak 
mewarisi seorang muslim dari orang kafir merupakan suatu tambahan, 
sedangkan tidak adanya hak mewarisi bagi muslim terhadap harta orang kafir 
merupakan suatu kekurangan.
120
 Mereka juga berargumen dengan hadits 
“Islam itu tinggi, dan ketinggiannya tidak dapat diungguli.” Dengan hadits 
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ini, mereka berpendapat bahwa termasuk dari makna ketinggian adalah 
seorang muslim dapat mewarisi harta peninggalan orang kafir, tetapi orang 
kafir tidak dapat mewarisi harta seorang muslim. 
(3) Mereka juga berdalil dengan menganalogikan nikah dan memperoleh harta 
rampasan perang, yakni kita sebagai orang muslim dapat mewarisi harta orang 
kafir, sebagaimana kita bisa menikahi wanita-wanita mereka, namun mereka 
tidak bisa menikahi wanita-wanita muslimah. Kita bisa memperoleh harta 
rampasan perang yang dilakukan bersama mereka, namun tidak sebaliknya.  
Pendapat yang kuat dalam masalah ini ialah pendapat ulama yang mengatakan 
bahwa seorang Muslim dan orang kafir secara mutlak tidak dapat saling mewaris, 
karena kuat dan kelugasan dalil yang disampaikan oleh mereka.
121
 
Dilihat dari segi yuridis, melihat peraturan yang ada dalam pasal 171 huruf (c) 
dan syarat yang berhak menjadi ahli waris menurut hukum waris Islam yakni ahli 
waris mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dan beragama Islam, tentu 
sehubungan dengan peraturan yang ada maka ahli waris yang beragama non Islam 
tidak berhak untuk menjadi ahli waris dan si Pewaris karena ada salah satu syarat 
menjadi terhalangnya ahli waris mendapatkan hak menjadi ahli waris. Sedangkan 
dilihat dari segi kemanusiaan/social, melihat dengan adanya nilai keadilan dan 
kemanfaatan yakni ahli waris yang non Islam/beda agama tetap berhak menjadi ahli 
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waris dan yang tidak berhak menjadi ahli waris mendapatkan harta warisan melalui 
wasiat wajibah sebagaimana dalam Yurisprudensi MA No 51/K/AG/1999 dan Nomor 
16/K/AG/2010, yang perolehan harta waris sebanyak-banyaknya sama dengan bagian 
ahli waris yang sederajat dan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta waris.
122
 
Untuk menegakkan rasa keadilan dalam pembagian waris kepada ahli waris 
beda agama, maka solusi alternatifnya dengan melalui wasiat wajibah, atau hibah. 
Karena itu, bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama harus mampu menyelesaikan 
setiap perkara waris secara bijak dan berkeadilan.
123
 
2) Pengaruh orang kerabat 
Halangan karena pengaruh orang kerabat adalah seseorang ahli waris yang 
sebenarnya berhak untuk memperoleh harta warisan dari pewarisnya, namun 
dikarenakan adanya orang (ahli waris) yang lain mengakibatkan ahli waris tersebut 
terhalang untuk memperoleh bagiannya yang banyak menjadi sedikit atau bahkan 
terhalang sama sekali untuk memperoleh bagiannya. 
Ilmu mawāris, di dalamnya menjelaskan halangan seperti ini disebut hijab 
atau hajab  yang menurut bahasa diartikan “ penutup, tabir, tirai, layar, sekat.124 
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Adapun menurut istilah adalah “sesuatu yang menjadi tabir atau dinding yang 
mengurangi penerimaan ahli waris dari suatu bagian tertentu, menjadi bagian yang 
lebih kecil, atau mengahalangi/menutupi ahli waris dari menerima bagiannya 
sehingga yang bersangkutan sama sekali tidak berhak menerima bagian dari harta 
pusaka.
125
 
 Orang yang menjadi penghalang dinamakan hājib, sedangkan orang yang 
menjadi terhalang dinamakan mahjūb. Mahjūb terbagi dalam dua jenis, yaitu: 
a) Mahjūb nuqshān, adalah berkurangnya hak/terhalangnya seseorang ahli 
waris untuk menerima bagiannya yang sedikit, karena adanya ahli waris 
lain yang tertentu.
126
 Contohnya, berkurangnya hak atau bagian seorang 
suami dari ½ menjadi ¼ karena adanya anak almarhumah (pewaris). 
Begitu pula seorang istri berkurang bagiannya dari ¼ menjadi 1/8 karena 
adanya anak almarhum (pewaris), dan banyak lagi contoh yang lainnya. 
b) Mahjūb hirmān, adalah hilangnya hak/terhalangnya seseorang ahli waris 
untuk memperoleh seluruh bagiannya, karena adanya ahli waris yang lebih 
dekat dari padanya.
127
 Contohnya, hilangnya hak seorang cucu karena 
adanya anak laki-laki pewaris. Begitu juga seperti hilangnya hak saudara 
pewaris karena adanya anak laki-laki pewaris, dan masih banyak lagi 
contoh yang lain. 
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Dengan demikian, dapat dibedakan antara mamnū‟ dan mahjūb. 
Mamnū‟, yakni terhalangnya seseorang ahli waris untuk memperoleh harta 
warisan dari pewaris, karena adanya salah satu sifat yang dimilikinya dari 
tiga sifat; perbudakan, pembunuhan, dan berlainan agama. Adapun 
mahjūb, yakni terhalangnya seseorang ahli waris untuk memperoleh 
sebagian atau seluruh harta warisan dari pewaris, karena adanya orang lain 
(ahli waris yang lain).  
Begitu pula halnya mahjūb nuqshan dengan mahjūub hirman.  Jika 
mahjūb nugshan yakni mengurangi hak (bagian), sedangkan mahjūb 
hirman yakni menghilangkan hak (bagian).
128
  
 
F. Pembunuhan yang Menghalangi Mendapatkan Warisan 
Pembunuhan ialah kesengajaan seseorang mengambil nyawa orang lain secara 
langsung atau tidak langsung. Para ulama fikih telah bersepakat bahwa pembunuhan 
merupakan salah satu penghalang dalam hukum waris. Dengan demikian, seorang 
pembunuh tidak bisa mewarisi harta peninggalan orang yang dibunuhnya. Hal ini 
berdasarkan sabda Nabi saw.,  
 َعُش ِنْبِورْمُع ْنَع ِوِْيَبأ ْنَع ٍبْي  ,,:َلَاق َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِّبَِّنلا ِنَع ِه ِّدَج ْنَع
=دواد وبأ هاور=,,اًئْيَش ُلِتاَقْلا ُثَِرَيلا 
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Artinya: “ Dari‟Amr bin Syu‟aib dari ayahnya dari datuknya dari Nabi saw. Ia 
bersabda, “ seorang pembunuh tidak bisa mendapatkan hak waris sama sekali”. (HR 
Abu Daud).
129
 
Dalam hadits yang lain Rasulullah saw bersabda, 
 هاور=.ٌثَار ْ يِم ٍلِتاَِقلاَسَْيل :ُلْوُق َي ,َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِّبَِّنلا ُتْع َِسَ :َلَاق ,َرَمُع ْنَعَو
=وجام نباو دحْأاو أطولما فى كلام 
Artinya: “Dan dari Umar ia berkata: aku pernah mendengar Rasulullah saw 
bersabda, “Pembunuh tidak ada hak waris”. (HR Malik dalam Muwath-tha‟, Ahmad 
dan Ibnu Majah)
130
 
Alasan yang mendasari seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta 
peninggalan orang yang dibunuh karena, terkadang, pembunuhan memiliki tendensi 
mempercepat kematian orang yang akan mewariskan, sehingga dia dapat mewarisi 
harta peninggalannya. Diharamkannya mewarisi dari hasil pembunuhan atas dasar 
saad adz-dzara‟I dan kaidah fikih yang mengatakan, “siapa yang mempercepat 
sesuatu sebelum masanya tiba, maka untuk mendapatkan sesuatu tersebut menjadi 
haram.” 
Setelah para ulama fikih bersepakat bahwa pembunuhan merupakan salah satu 
penghalang mewarisi, lalu mereka memperselisihkan hakikat pembunuhan yang 
benar-benar menghalangi seseorang untuk mewarisi; apakah bentuk pembunuhannya 
mutlah atau pembunuhan khusus? Dalam hal ini terdapat empat pendapat ulama, 
yakni sebagai berikut. 
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1. Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang 
mewarisi itu ada dua macam, yakni: 
a. Pembunuhan yang bersanksi qishash. 
b. Pembunuhan yang bersanksi kafarah. 
Pembunuhan yang bersanksi qishash ialah pembunuhan yang dilakukan 
dengan sengaja yang dita‟rifkan dengan: kesengajaan seorang mengambil nyawa 
orang lain dengan alat-alat yang dapat menghancurkan anggota badan, seperti senjata 
tajam, alat peledak, benda berat dan lain sebagainya atau dengan alat-alat yang 
dianggap dapat menghancur-leburkan anggota badan, seperti kayu runcing, pukul besi 
dan lain sebagainya.
131
 
Dalil yang mewajibkan untuk menerapkan sanksi qishash kepada pembunuh ialah 
firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 178. 
                                 
                                  
                   …   
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan 
dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba 
dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu 
pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara 
yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi 
ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari 
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Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, 
Maka baginya siksa yang sangat pedih (Q.S. Al-Baqarah:178)
132
 
Kemudian pembunuhan yang dituntut qishash dalam ayat tersebut ialah 
pembunuhan yang disengaja, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surah an-Nisa 
ayat 93. 
                                
        …    
Artinya: “Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka 
balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan 
mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.(Q.S. An-Nisa: 93)
133
 
Pembunuhan yang bersanksi kafarah, ialah pembunuhan yang dituntut sebagai 
penebus kelalaiannya dengan membebaskan seorang budak wanita Islam atau kalau 
ini tidak mungkin, ia dituntut menjalankan puasa dua bulan berturut-turut.
134
 
Pembunuh yang bersanksi kafarah ini mempunyai 3 (tiga) type, yakni:  
a). Mirip sengaja (syibhul-„amdi) 
b). Karena silap (qalul-khatha‟i) dan 
c). Dianggap silap (al-jari majral-khatha‟i) 
a). Pembunuhan mirip sengaja Ialah kesengajaan seseorang memukul orang 
lain dengan alat-alat yang tidak meyakinkan dapat menghabisi nyawa 
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seseorang, seperti kayu kecil atau alat-alat yang tidak tajam, tetapi 
mengakibatkan kematiannya. 
Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (keduanya murid Abu Hanifah) 
walaupun alat-alat yang digunakan tidak meyakinkan dapat menghabisi 
nyawa seseorang, tetapi selagi mengakibatkan kematiannya, termasuk 
pembunuhan yang sengaja. 
Type pembunuhan yang seperti ini disebut dengan pembunuhan mirip 
sengaja, karena adanya unsure kesengajaan ditinjau dari maksud pembuat 
untuk memukul dank arena adanya unsur kesilapan ditinjau dari segi 
ketiadaan maksud untuk membunuh, lantaran alat-alat yang dipakainya tidak 
meyakinkan. Oleh karena itu pembunuhan ini tidak bersangsi qishash, tetapi 
hanya bersangsi kafarah dan diyah yang berat.
135
 
Sifat-sifat pembunuhan ini dan sangsi kafarahnya telah ditentukan 
oleh firman Allah dalam surah an-Nisa‟ ayat 92.  
                              
                               
                             
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                                   
                  …    
Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin 
(yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa 
membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan 
seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan 
kepada keluarganya (terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) 
bersedekah jika ia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) 
antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah pembunuh) membayar diat 
yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh) serta memerdekakan hamba 
sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka 
hendaklah ia (pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk 
penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi 
Maha Bijaksana. (Q.S. An-Nisa:92)136 
b). pembunuhan karena silaf ini ada dua jenis, yakni: 
1). Silap-maksud. Misalnya seseorang pemburu melepaskan tembakan 
kepada baying-bayang yang disangkanya seekor binatang kena lalu mati, 
tetapi baying-bayang yang disangka binatang tersebut ternyata adalah 
orang. Perbuatan ini dikatakan silaf maksud karena maksudnya untuk 
membunuh adalah keliru, tetapi tindakannya tidak salah, tepat mengenai 
sasarannya. 
2). Silaf tindakan, misalnya seseorang memanjat pohon dan memohon 
dahan-dahan untuk dibersihkannya, tetapi kemudian sabitnya lepas dan 
mengenai bapaknya yang sedang berada di bawahnya, hingga mati. Atau 
seseorang melepaskan tembakan pada suatu sasaran dengan maksud 
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latihan menembak tepat, tetapi kena keluarganya yang kebetulan berada di 
dekatnya. Kesilapan tersebut terletak pada tindakannya, yaitu tidak 
mengenai sasarannya, tetapi mengenai orang yang semula tidak dijadikan 
sasaran untuk dibunuhnya.
137
 
c). Dianggap silap, misalnya seseorang yang sedang tidur nyenyak di atas 
tempat yang tinggi, kemudian tempatnya roboh dan menjatuhi orang yang 
berada di bawahnya, hingga membawa kematiannya. Type ini tidak dapat 
dimasukkan pembunuhan silap (qtlul-khata‟i) yang sejati karena ketiadaan 
maksud orang yang sedang tidur untuk bertindak. Namun demikian dalam 
type pembunuhan ini terdapat perbuatan yang sejati, hingga mewajibkan 
kafarah dan diyah. 
Adapun pembunuhan yang tidak menjadi penghalang mewarisi 
menurut Hanafiyah ada 4 macam, yaitu: 
1). Pembunuhan tidak langsung (tasabbub) 
2). Pembunuhan karena hak 
3). Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak dan 
4). Pembunuhan karena udzur. 
1). Pembunuhan tidak langsung, misalnya seseorang menggali lobang 
ditengah jalan yang bukan miliknya sendiri, dan belum mendapat izin dari 
pemerintah. Kemudian keluarganya melewati jalan tersebut dan terperosok 
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kedalam lobang hingga membawa kematiannya. Tindakan orang tersebut yang 
mengakibatkan kematian keluarganya itu bukanlah merupakan tindakan 
pembunuhan yang sejati dan bukan pula pembunuhan langsung. Karena itu 
tidak dikenai hukuman qishash dan tidak pula hukuman kafarat serta tidak 
dihalangi mewarisi harta peninggalan korban kesalahannya bukan terletak 
kepada pembunuhan, tetapi terletak pada penggalian lobang di tanah yang 
bukan miliknya. Karena itu ia hanya diwajibkan diyah (ganti rugi) kepada 
keluarga korban. 
2). Pembunuhan karena hah, seperti bila seseorang orang yang mewariskan 
karena ada alasan yang sah (hak), misalnya untuk melakukan qishash, atau 
untuk membela diri, kehormatan atau harta milik. Sebab sebagaimana di 
ketahui bahwa diadakan hirman (larangan mewarisi) itu adalah sanksi bagi 
pembunuh yang diharamkan. Sedang pembunuhan seperti tersebut di atas 
bukan termasuk pembunuhan yang diharamkan oleh syara‟.138 Pembunuhan 
karena hak ini dibenarkan oleh firman Allah dalam surah al-Isra‟ ayat 33. 
                      
                    …    
Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan 
Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi 
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kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui 
batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat 
pertolongan.(Q.S. Al-Isra‟: 33).139 
3). Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak. 
Seperti pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa, orang gila 
dan orang sinting. Pembunuhan ini tidak termasuk penghalang mewarisi, 
karena tidak dapat dikatakan sebagai pembunuhan yang bertendensi untuk 
mempercepat kematian oaring yang bakal mewarisi dan tidak bisa disifatkan 
sebagai pembunuhan yang diharamkan, selama para pelakunya tidak dianggap 
cakap menerima khitab syara‟. 
4). Pembunuhan karena udzur, misalnya seorang menyergap istrinya yang 
diketahui berbuat zina dengan orang lain, hingga mebawa kematiannya. 
Tindakan semacam ini dilakukan secara reflek, hilang perasaan dan tanpa 
ikhtiar. Termasuk pembunuhan yang karena udzur ialah pembunuhan yang 
berlebih-lebihan yang dilakukan untuk membela diri (noodweer exsces), 
seperti bila seseorang dalam mempertahankan diri, yang semestinya cukup 
denga  tidak usah membunuh, tetapi karena tindakannya melewati batas, 
hingga membawa kematian orang yang mewariskan. Pembunuhan tersebut 
juga tidak menjadi penghalang mewarisi karena tidak ada maksud untuk 
membunuh.
140
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2. Menurut Mazhab Malikiyah pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi 
ialah pembunuhan sengaja lagi permusuhan, baik langsung (mubasyarah) maupun 
tidak langsung (tasabbub).  
Contoh pembunuhan sengaja yang langsung seperti seseorang sengaja 
memukul dengan alat-alat yang seyakinkan dapat mengambil nyawa seseorang, baik 
alat-alat tersebut tajam seperti pedang maupun berat seperti batu besar atau dengan 
alat-alat yang tidak meyakinkan seperti tongkat, baik pemukul tersebut sengaja untuk 
membunuh maupun melulu pemukulan belaka, yang disebabkan karena suatu 
permusuhan atau kemarahan, bukan karena pengajaran atau karena kesilapan. 
Contoh pembunuhan sengaja yang tidak langsung, seperti pembunuhan yang 
disebabkan dari melicinkan jalan, melepaskan binatang buas, dan menyajikan 
makanan beracun. Juga seperti menahan seseorang supaya dibunuh oleh orang lain, 
memberikan persaksian palsu yang mengakibatkan pembunuhan dan mengadakan 
paksaan yang membawa kematian seseorang. 
Walhasil bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi menurut 
Ulama Malikiyah ialah pembunuhan-pembunuhan yang dikatakan oleh Ulama 
Hanafiyah sebagai berikut: 
a). Pembunuhan sengaja, 
b). Pembunuhan mirip sengaja dan 
c). Pembunuhan tidak lansung. 
90 
 
Sedang pembunuhan yang tidak menjadi penghalang mewarisi ialah: 
a). Pembunuhan silaf, 
b). Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak, 
c). Pembunuhan yang bukan permusuhan (karena hak) dan 
d). Pembunuhan karena udzur.
141
 
 
3. Mazhab Syafi‟iyyah berpendapat bahwa seluruh bentuk pembunuhan dapat 
menghalangi seseorang mewarisi harta peninggalan. Dengan demikian, seorang 
pembunuh tidak dapat mewarisi harta orang yang dibunuhnya, baik karena 
sengaja, mirip sengaja, khilaf (baik dengan hak atau tidak), atau dihukum telah 
membunuhnya, atau tindakan yang menyebabkan pembunuhan disaksikan oleh 
orang lain, atau tidak ada yang menyaksikan tindakan tersebut sekalipun 
pembunuh itu tidak sengaja, seperti pelakunya orang yang sedang tidur, orang 
gila dan anak kecil, atau tindakan tersebut bertujuan demi kemaslahatan, seperti 
pukulan ayah terhadap anaknya dalam rangka mendidik.
142
 
Dalam hal ini mereka berargumen dengan hadits yang lain, yaitu  
ورمع نع للهاا لوسر لاق :لاق هّدج نع ويبا نع بيعش نب ِِلت اَقِْلل َسَْيل( ص 
 ّيءاسّنلا هاور )ٌءْيَش ِثَار ْ يِمْلا َنِم 
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Artinya: “Dari „Amr Bin Syu‟aib, dari apanya, dari datuknya. Ia Berkata : Telah 
bersabda Rasulullah Saw : “ Tidak bagi yang membunuh itu sedikit-pun daripada 
warisan”. (H.R. Nasa‟i).143  
Mereka juga berargumentasi dengan hadits yang lain, yaitu  
 ٍِلتاَِقلاَسَْيل :ُلْوُق َي ,َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِّبَِّنلا ُتْع َِسَ :َلَاق ,َرَمُع ْنَعَو
=وجام نباو دحْأاو أطولما فى كلام هاور=.ٌثَار ْ يِم 
Artinya: “Dan dari Umar ia berkata: aku pernah mendengar Rasulullah saw 
bersabda, “Pembunuh tidak ada hak waris”. (HR Malik dalam Muwath-tha‟, 
Ahmad dan Ibnu Majah)
144
 
Seorang pembunuh diharamkan mewarisi harta perninggalan supaya ia 
tidak menjadikan tindakan pembunuhan sebagai jalan untuk mempercepat 
pembagian harta waris. Dengan demikian, sudah menjadi keharusan bila semua 
bentuk pembunuhan menjadi sebab terhalangnya mewarisi, agar celah tindakan 
tersebut tertutup.
145 
4. Mazhab Hambaliyyah berpendapat, pembunuhan yang menjadi penghalang 
mewarisi ialah pembunuhan yang dilakukan tanpa alasan yang hak, yakni 
pembunuhan yang dibebani sanksi qishash, kaffarah, diyat, dang anti rugi. 
Pembunuhan tersebut seperti: 
a). Pembunuhan denga sengaja. 
b). Mirip sengaja 
c). Karena khilaf atau tidak sengaja. 
                                                             
143
A. Hassan, Terjemah Bulughul Maram, (Di Ponegoro Bandung, 1999), h. 424.  
144
 Ibid, h. 424 
145
 Al-Muhadzdzab Karya Asy-Syairaziy, Juz II, h. 25-26 
92 
 
d). Pembunuhan yang dianggap khilaf, seperti pembunuhan dengan tidak 
langsung, pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan orang 
yangsedang tidur. 
Adapun pembunuhan menurut mereka yang tidak menjadi penghalang 
mewarisi ialah pembunuhan yang tidak dibebani sanksi-sanksi tersebut, seperti 
pembunuhan yang dilakukan untuk melaksanakan had, qishash (pidana), untuk 
membela diri, untuk melawan penghianatan atau untuk membuat kemaslahatan, dan 
sebagainya. Dengan demikian, pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi, 
menurut mereka ialah pembunuhan yang dibebani sanksi-sanksi.
146
 
Dari keempat pendapat diatas, pendapat yang kuat dalam hal ini ialah 
pendapat mazhab Hambaliyyah karena pendapat mereka selaras dengan dalil-dalil 
yang menegaskan pembunuhan menjadi penghalang untuk mewarisi. Disamping itu, 
pendapat mazhab Hambaliyyah menjadi penengah dari pendapat Mazhab Hanafiyyah, 
Malikiyyah, dan Syafi‟iyyah.147 
Dengan demikian, pembunuhan menjadi penghalang untuk mewarisi hanya 
dari satu sisi, yakni sisi pembunuh dan seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta 
orang yang dibunuhnya. 
Namun, tanpa ada perselisishan orang yang terbunuh dapat mewarisi harta 
pembunuh. Contohnya, seorang anak melukai ayahnya, sehingga dipastikan dapat 
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membuat ayah meninggal dunia. Namun sayangnya, anak meninggal dunia terlebih 
dahulu sebelum ayahnya yang dilukai meninggal dunia. Dalam hal ini, ayah sudah 
dipastikan dapat mewarisi harta peninggalan anaknya.
148
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BAB III 
HAK WARIS BAGI PELAKU PEMBUNUHAN SECARA TIDAK SENGAJA 
MENURUT PEMIKIRAN MAZHAB MĀLIKI DAN PEMIKIRAN MAZHAB 
SYĀFI‟I  
 
A. Biografi Mazhab Māliki 
 
Imam Māliki merupakan pendiri Mazhab Māliki. Bernama lengkap Abū 
Abdillah Māliki ibn Anas ibn Malīk ibn Abū „Amir ibn al-Harits Amir Al-Ashbahi, 
dilahirka di Madinah pada tahun 93 H dan wafat pada tahun 179 H pada usia 86 
tahun.
149
 
Dari riwayat ini teranglah bahwa beliau adalah seorang dari keturunan bangsa 
Arab dari dusun Dzu Ashbahan sebuah dusun di Kota Himyar jajahan negri Yaman. 
Abū Amir (ayahnya) berasal dari kota Yaman yang kemudian pindah ke Madinah 
pada masa Nabi dengan tujuan mendalami ajaran Islam yang pada saat itu tengah 
berkembang. Abū Amir salah satu sahabat Nabi SAW. Yang setia, dan menjadi salah 
satu anggota tentara beliau tatkala terjadi peperangan melawan musuh-musuh Islam 
seperti pada perang Badar.
150
 
Ibunya bernama Siti al-Azidah binti Syuraik bin Abdurrahman bin Syuraik al-
Azidah. Imam Malīk menurut sejarah berada dalam rahim ibunya selama kurang 
lebih dua tahun, dan ada yang mengatakan lebih kurang selama 3 tahun. Pada saat ia 
                                                             
149
 Huzaemah Tahido Yanggo, Penghantar Perbandingan Mazhab, Cetakan Pertama Logos 
Wacana Ilmu, (Jakarta: 1997, h . 102 
150
Moenawir Chalil, Op.Cit., h. 84 
95 
 
dilahirkan pemerintah Islam berada di tengah kekuasaan Sulaiman bin Abdul Malīk 
dari Bani Umayyah. Beliau adalah seorang yang cerdik dan pandai, ini terbukti 
tatkala beliau masih berumur 17 tahun telah mampu menguasai beberapa ilmu 
pengetahuan beserta cabang-cabangnya. Beliau terkenal sebagai ahli Hadīts sehingga 
berkat kedalamannya banyak orang yang berdatangan untuk belajar kepadanya dan 
beliau mendapat julukan ahli Hadīts dan seorang mufti mujtahid.151 
Masa belajar Imam Malīk sejak kecil ia lewatkan dengan mempelajari Al-
Qur‟ān hingga lancer di luar kepala, kemudian Sunnah. Masa beliau menuntut ilmu 
cukup panjang, dalam mencari ilmu ia lalui dengan berpindah-pindah dari suatu guru 
ke guru yang lainnya sehingga ilmu yang ia peroleh tidak didapatkan hanya dari satu 
sumber. Guru beliau yang pertama adalah Imam Abdurrahman bin Harmaz, seorang 
alim besar di Kota Madinah masa itu, yang terkenal dengan nama Rabi‟ah ar-Ra‟yu. 
Dengan guru ini Imam Malīk berusaha mencari ilmu agama seluas-luasnya, namu 
tidak ada guru yang erat dan lama masanya oleh beliau menuntut  ilmu kecuali 
Rabi‟ah ini, hingga mencapai tiga puluh tahun lamanya.152 
Imam Malīk belajar banyak Hadīts Nabi kepada Nafi‟, seorang Maula Ibnu 
Umar (wafat 117 H) murid dari Imam Ibnu Syihab az-Zuhri. Dari Imam Nafi‟ inilah 
banyak diperoleh pengetahuan tentang Hadīts dan riwayat-riwayat dari Nabi, 
perbuatan para sahabat khususnya Umar bin Khatab. Pada masa Imam Malīk tidak 
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hanya mencari keilmuan pada bidang tertentu saja, beliau tidak merasa cukup puas 
dengan Hadīts, fatwa sahabat tetapi juga mencari ilmu Islam lainnya. Seperti pada 
bidang aqidah dimana pada waktu itu sedang marak berkembang aqidah Khawarij 
dan Syi‟ah yang berada dalam perpecahan dalam kelompok itu, saat itu Syi‟ah 
cenderung menjadi beberapa sekte Kisaniyah, Imamiyah, Zaidiyah dan lainnya.
153
 
Imam Malīk sebagai terungkap pada bahasa di atas bahwa dalam menuntut 
ilmu beliau amat bersungguh-sungguh. Beliau mencukupkan kepada seorang guru 
atau bidang ilmu tertentu, namun ia selalu mencari dan berpindah dari guru yang satu 
ke guru lainnya. Keadaan ini membuat pengetahuan yang dimilikinya tidak hanya 
mencakup pada satu bidang kajian semata. Sebelum masa dewasa (baligh) beliau 
telah hafal Al-Qur‟ān di luar kepala dengan arti kata yang sebenarnya. Pada saat 
itulah banyak ulama menduga bahwa kelak beliau ini akan menjadi ulama besar. Pada 
umur kurang dari 17 tahun, beliau telah memiliki kepandaian dalam ilmu 
pengetahuan dengan cabang-cabangnya beserta macam-macamnya.
154
 
Beliau dalam ilmu Hadīts terkenal cukup baik dan mendalam, sehingga 
banyak ulama besar di Kota Madinah yang datang berduyun-duyun kepada beliau 
untuk mendapatkan ilmunya yang luas itu. Imam Malīk mendapat julukan dua sifat 
yakni seorang ahli Hadīts dan seorang mufti mujtahid.155 Dengan kedalaman ilmunya 
ini maka banyak ulama masa itu dan sesudahnya mengakui akan kepandaian beliau, 
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banyak di kalangan ulama itu yang tidak mau memberi fatwa suatu masalah dalam 
agama tatkala ada di sekeliling mereka Imam Malīk. 
Beranjak dari kedalaman ilmu yang dimiliki Imam Malīk, beliau terkenal 
sebagai mufti dalam urusan agama. Namun demikian beliau amat berhati-hati dan 
teliti dalam urusan agama, terlebih-lebih dalam hal Hadīts. Di dalam memberi 
kepastian hukum, Imam Malīk tidak memberi fatwa kecuali terdapat seksi disisinya 
dari para ulama, ia tidak memberikan fatwa bila masalah yang di hadapkan 
kepadanya memang benar-benar ia ketahui. Bila suatu masalah itu benar-benar tidak 
diketahuinya, beliau tidak segan-segan mengatakan “saya belum tahu”.156 Hal ini 
menandakan bahwa beliau amat berhati-hati dalam memastikan kepastian hukum-
hukum keagamaan dan tidak terburu-buru dalam memberi jawaban terhadap masalah-
masalah yang memang belum diketahui hukumnya oleh beliau. 
Dalam bidang pemikiran dan akidah, Imam Malīk tidak berpaling dari 
pendirinya yakni beliau menyandarkan  kepada pemahaman fikih dan Hadīts, 
kemudian setelah mengikuti Sunnah maka diwajibkan agar mengikuti pendapat kaum 
salaf. Demikian pula dalam bidang lainnya, aqidah menurut beliau tidak terlepas dari 
petunjuk sunnah, ia mengajak manusia  di dalam mengambil aqidah berlandaskan 
kepada Kitab Allah, dan Sunnah Rasul bukan terhadap hukum akal, namun bila tidak 
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ditemukan dalam syara‟ Imam Abū Hanifah, kaidah ushul dan furu‟ maka kemudian 
baru kepada kekuatan akal.
157
 
Imam Malīk berpendapat, bahwa iman mencakup perkataan, keyakinan dan 
perbuatan, ini semua berlandaskan kepada nash Al-Qur‟ān dan Hadīts-Hadīts Nabi. ia 
memandang bahwa Iman itu selalu bertambah tanpa menyebutkan berkurang, karena 
di dalam Al-Qur‟ān hanya tertera bahwa iman bertambah dan tidak berkurang. Ia 
menambahkan bahwa dalam mempelajari aqidah hendaknya berdasarkan dalil naqli 
dan bukan aqli.
158
 
Di dalam memahami tentang qadha dan qadar yang baik dan yang buruk, 
beliau meyakini bahwa manusia mempunyai kebebasan dan kewenangan memilih, 
dengan inilah ia akan ditanya perbuatannya baik dan buruknya. Ia meyakini bahwa 
perbuatan manusia adalah merupakan ciptaannya atau karena memohon kepada Allah 
atau sebaliknya.
159
 
Imam Malīk berpendapat bahwa orang yang berdosa besar nanti pada hari 
kiamat akan mendapat siksa sesuai kadarnya, dan ini dapat saja diampuni oleh Allah 
bila dikehendaki-Nya. Ia merujuk kepada ayat Al-Qur‟ān bahwa Allah tidak 
mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni selainnya. Al-Qur‟ān menurut beliau 
bukanlah makhluk, sebagaimana banyak orang yang mengatakan demikian, ada satu 
riwayat dari al-Ja‟di bin Dirham bahwa ia telah menarik dan menamakan Yahudi 
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terhadap siapa saja yang mengatakan demikian, karena ini dapat merusak aqidah dan 
masalah ini merupakan fitnah bagi kaum muslimin dalam urusan agama.
160
 Sumber 
hukum dalam Mazhab Syāfi‟i adalah sebagai berikut: 
1. Al-Qur‟ān 
 
Dalam memegang Al-Qur‟ān ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan 
atas zahir nash Al-Qur‟ān atau krumumannya, meliputi mafhum al-Mukhalafah dan 
mafhum al-Aula dengan memperhatikan „illatnya.161 
2. Sunnah  
 
Sunnah sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Qur‟ān, Imam Malīk 
mengikuti cara yang dilakukannya dalam berpegang kepada Al-Qur‟ān, yakni apabila 
dalil syar‟i menghendaki adanya penta‟wilan, maka yang dijadikan pegangan adalah 
arti ta‟wil tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna zahir Al-Qur‟ān 
dengan makna yang terkandung dalam Sunnah sekalipun syariah (jelas) maka yang 
dipegang adalah makna zahir Al-Qur‟ān.162 
3. Ijmā‟ Ahl al-Madinah 
 
Menurut Ibn Taimiyah, yang dikutip oleh Huzaemah Tahido Yanggo, yang 
dimaksud dengan ijmā‟ Ahl al-Madinah yaitu orang-orang pada masa lampau 
menyaksikan amalan-amalan yang berasal dari Nabi SAW. Dikalangan Mazhab 
Māliki, ijmā‟ Ahl al-Madinah lebih diutamakan dari pada khabar ahad, sebab ijmā‟ 
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Ahl al-Madinah merupakan pemberian oleh jama‟ah, sedangkan khabar ahad hanya 
merupakan pemberitaan perseorangan.
163
 
4. Fatwa Sahabat 
 
Menurut Imam Malīk para sahabat besar tidak akan memberikan fatwa 
kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW. Beliau mensyaratkan 
bahwa fatwa sahabat tersebut tidak boleh bertentangan  dengan Hadīts marfū‟ yang 
dapat diamalkan dan fatwa sahabat yang demikian ini lebih didahulukan dari pada 
Qiyās. Imam Malīk juga menggunakan fatwa Tabi‟in besar sebagai pegangan dalam 
menentukan hukum.
164
  
5. Khabar Ahad dan Qiyās  
 
Imam Malīk tidak mengakui khabar ahad sebagai sesuatu yang datang  dari 
Rasulullah sehingga khabar ahad tidak digunakan sebagai dasar hukum, akan tetapi 
beliau menggunakan Qiyās dan mashlaẖah.165 
6. Al-Istihsān 
 
Menurut Mazhab Māliki Al-Istihsān adalah hukum dengan mengambil 
maslahah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat kully (menyeluruh) 
dengan maksud mengutamakan Al-Istihsān al-Mursalah dari pada Qiyās, sebab 
menggunakan Al-Istihsān itu tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan 
perasaan semata, melainkan mendasarkan pertimbangannya pada maksud pembuat 
syara‟ secara keseluruhan. Menurut Ibnu-„Araby bahwa istihsan menurut Mazhab 
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Māliki bukan berarti meninggalkan dalil dan bukan berarti menetapkan hukum atas 
dasar ra‟yu semata, melainkan berpindah dari satu dalil ke dalil lain yang lebih kuat 
yang kandungannya berbeda dari dalil yang ditinggalkan tersebut.
166
 
7. Al-Mashlaẖah Al-Mursalah 
Mashlaẖah Mursalah adalah masalah yang tidak ada ketentuannya baik secara 
tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nash. Menurut Imam Māliki dalam 
menetapkan Mashlaẖah Al-Mursalah sebagai dasar hukum, harus memenuhi 
beberapa syarat, yakni : pertama mashlaẖah itu harus benar-benar merupakan 
mashlaẖah menurut penelitian yang seksama, bukan sekedar diperkirakan secara 
sepintas. Kedua mashlaẖah itu harus benar-benar merupakan mashlaẖah yang bersifat 
umum, bukan sekedar mashlaẖah yang hanya berlaku untuk orang-orang tertentu. 
Ketiga mashlaẖah itu tidak bertentangan dengan ketentuan nash atau ijmā‟.167 
8. Sādd Al-Zara‟i  
Imam Māliki menggunakan Sādd Al-Zara‟i sebagai landasan dalam 
menetapkan hukum. Menurutnya, jika semua jalan atau sebab yang menuju kepada 
yang haram atau terlarang, maka hukumnya haram atau terlarang, sedangkan jalan 
atau sebab yang menuju kepada yang halal, maka halal pula hukumnya.  
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9. Istishāb  
Istishāb adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau 
yang akan datang, yang didasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada dimasa 
lampau, Imam Malīk menjadi Istishāb sebagai landasan dalam menetapkan hukum. 
10. Syar‟u Man Qoblanā  
Menurut Qadhy Abd, Wahab Al-Malīky bahwa Imam Māliki menggunakan 
kaedah syar‟u man qablanā  syar‟un lanā , sebagai dasar hukum. Akan tetapi 
menurut Sayyid Muẖammad Musa, tidak ada ditemukan secara jelas pernyataan 
Imam Māliki  yang menyatakan demikian. Menurut Abd. Wahab Khallaf, apabila Al-
Qur‟ān dan Al-Sunnah shahīhah mengisahkan suatu hukum yang pernah 
diberlakukan buat umat sebelum kita melalui para Rasul yang di utus Allah untuk 
mereka dan hukum-hukum tersebut dinyatakan pula dalam Al-Qur‟ān dan Sunnah, 
maka hukum-hukum tersebut berlaku pula buat kita.
168
 
 
B. Biografi Mazhab Syāfi‟i 
Imam Syāfi‟i, yang dikenal dengan sebagai pendiri Mazhab Syāfi‟i adalah 
Muẖammad Idrīs Ibn Al-Abbas Ibn Utsmān Ibn Syāfi‟i Ibn Al-Sa‟īd Ibn „Abd Yazīd 
Ibn Hasyīm Ibn Abd Al-Muthalib Ibn „Abd Manāf. Dari berbagai sumber, diketahui 
bahwa garis keturunan (nasab) Imam Syāfi‟i dari pihak bapak berjumpa dengan 
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keturunan Nabi Muẖammad Saw pada „Abd Manāf. Jadi Imam Syāfi‟i termasuk suku 
Quraisy yang berasal dari golongan Al-Azd (Bani Muthalib).
169
 
Imam Syāfi‟i dilahirkan di kota Ghaza, sebuah kota yang ada di wilayah 
Palestina di tepi Laut Tengah pada tahun 150 Hijriyah (767 M) dan wafat di Mesir 
pada tahun 240 H (822 M). Ketika dilahirkan oleh ibunya, beliau sudah dalam 
keadaan yatim karena sudah ditinggalkan oleh ayahnya, kemudian setelah berusia dua 
tahun, barulah beliau di bawa pulang oleh ibunya ke Makkah.
170
 
Beliau dilahirkan pada zaman Dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman 
kekuasaan Abū Ja‟far Al-Manshūr (137-159 H/754-774 M). Imam Syāfi‟i berusia 9 
tahun ketika Abū Ja‟far Al-Manshūr diganti oleh Muẖammad Al-Mahdi (159-
169H/775-785 M). Ketika Imam Syāfi‟i berusia dewasa (19 tahun), Muẖammad Al-
Mahdi digantikan oleh Mūsā Al-Mahdi (169-170 H/785-786 M). Ia berkuasa hanya 
satu tahun, digantikan oleh Harūn  Ar-Rasyīd. Pada saat Imam Syāfi‟i berusia 20 
tahun, Harūn  Ar-Rasyīd digantikan oleh Al-Amīn (109-218 H/813-833 M).171 
Imam Syāfi‟i hidup bersama ibunya di Makkah dalam keadaan miskin dan 
serba kekurangan untuk keperluan hidupnya sehari-hari. Meski demikian Imam 
Syāfi‟i termasuk anak yang memiliki cita-cita tinggi dalam menuntut ilmu, terutama 
ilmu agama walaupun dari segi pembiayaannya sangat terbatas (serba kekurangan). 
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Demikian itu beliau masih mendapat dorongan dari ibunya karena menginginkan 
anaknya berhasil dalam menuntut dan mencari ilmu, khususnya ilmu agama. 
Kejadian tersebut di atas yaitu kembali setelah di bawa kembali oleh ibunya ke 
Makkah pada usia 2 tahun dan beliau menetap di Makkah selama 20 tahun.
172
 
Selama masa kecilnya di Makkah, Imam Syāfi‟i khusus mempelajari ilmu 
agama Islam. Sedangkan pada usia muda, perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu 
agama sedang berada pada puncak kejayaannya, terutama pada masa Khalifah Harūn  
Ar-Rasyīd (170-193 M), sedangkan pusat pengetahuan Islam berpusat di Makkah, 
Madinah, Kuffah (Irak), Syam dan Mesir.
173
 
Oleh karena itu Imam Syāfi‟i mempunyai kesempatan yang luas dan didukung 
oleh kondisi untuk dapat menuntut dan mendalami ilmu pengetahuan secara 
maksimal. Pendidikannya diawali dengan belajar membaca dan menghafal Al-
Qur‟ān, yaitu lembaga pendidikan tingkat dasar di Kuffah.174 
Dalam membaca Al-Qur‟ān Imam Syāfi‟i berguru kepada Ismaīl bin 
Qusrhanthein dan dalam usia anak-anak yaitu 9 tahun, beliau sudah hafal Al-Qur‟ān 
sebanyak 30 Juz. Setelah selesai mempelajari Al-Qur‟ān, Imam Syāfi‟i melengkapi 
ilmunya dengan mendalami bahasa dan sastra Arab. Dalam bidang bahasa, Imam 
Syāfi‟i tertarik pada bidang prosa dan puisi, syair-syair dan sajak-sajak bahasa Arab. 
Untuk itu beliau pergi ke Pedesaan (Badiyah) dan bergAbūng dengan Bani Huzail, 
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suku bangsa Arab yang paling fasih bahasanya. Dari suku inilah Imam Syāfi‟i 
mempelajari bahasa dan syair-syair Arab sehingga ia benar-benar menguasai dengan 
baik.
175
 
Imam Syāfi‟i dari sejak kecil, seorang yang memang mempunyai sifat 
“pencinta ilmu”. Oleh karena itu sekalipun bagaimana juga keadaannya, beliau tidak 
segan dan tidak jemu menuntut ilmu kepada orang-orang yang dipandangnya 
mempunyai keahlian tentang ilmu dan amat rajin mempelajari ilmu yang sedang 
dituntutnya.
176
 Di antara guru beliau yang terkenal adalah: 
1. Guru beliau di Makkah yaitu: Sufyan bin „Uyainah, Muslim bin Khalid Al-Zanji, 
Sa‟id bin Salim Al-Kadda, Daus Ibn „Abd Al-Rahman Al-Al-„Aththar dan „Abd 
Al-Hamid „Abd Al-Aziz Ibn Zuwad. 
2. Guru beliau di Madinah yaitu: Imam Malīk bin Anas. Imam Malīk merupakan 
puncak tradisi madrasah Madinah (Hadīts). Selain Imam Malīk guru-guru Imam 
Syāfi‟i adalah Ibrahim Ibnu Sa‟ad Al-Anshari, „Abd Al-Aziz Ibn Muẖammad Al-
Dahrawardi dan „Abdullah Ibn Nafi‟, 
3. Guru beliau di Kuffah yaitu: Muẖammad Ibn Al-Hasan Al-Syaibani yang beraliran 
Hanfi. Abū Hanifah adalah puncak tradisi madrasah Kuffah (ra‟yu).177 
                                                             
175
 Ibid., h. 17 
176
 Ibid., h. 153 
177
 Jaih Mubarok, Op.Cit., h. 102-103 
106 
 
Selain mempunyai banyak guru, Imam Syāfi‟i mempunyai murid-murid yang 
pada periode berikutnya mengembangkan ajaran fikihnya. Di antara murid-murid 
Imam Syāfi‟i sewaktu beliau berada di Baghdad, antara lain:  
1. Abū Ali Al-Hasan Az-Za‟faran (wafat 260 H) 
2. Husein bin Ali Al-Karabisi (wafat 240 H) 
3. Imam Ahmad bin Hambal (wafat 240 H) 
4. Abū Tsur Al-Kalabi (wafat 240 H) 
5. Ishak bin Ruhuyah (wafat 277 H) 
6. Abdul bin Zubair Al-Humadi (wafat 219 H) dan lain-lain.178 
 
Murid-murid Imam Syāfi‟i sewaktu berada di Mesir, antara lain: 
1. Ar-Rabi‟in bin Sulaiman Al-Muradi (wafat 232 H) 
2. Abdullah bin Zubair Al-Humaidi (wafat 219 H) 
3. Al-Būithi (wafata 232 H) 
4. Abi Ibrahim Isma‟il bin Yahya Al-Muzany (wafat 264 H) 
5. Muẖammad bin Abdullah bin Abdul Hakim (wafat 268 H) 
6. Abū Bakar Al-Humaidi (wafat 229 H) 
7. Abdul Azis bin Umar (wafat 234 H) 
8. Abū Hanifah Al-Asnawi (wafat 271 H) 
9. Abū Usman Muẖammad bin Syāfi‟i (wafat 232 H) dan lain-lain.179 
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Dalam peta aliran pemikiran fikih Sunni, Imam Syāfi‟i merupakan aliran 
“sintesis” dari dua aliran yang berbeda  yaitu aliran Irak dan aliran Madinah. Dalam 
menguasai fikih Madinah, ia berguru langsung kepada Imam Malīk, sedangkan dalam 
menguasai fikih Iraq, ia berguru langsung kepada Muẖammad Ibn Al-Hasan Al-
Syaibani yang merupakan pelanjut fikih Hanafi.
180
 
Imam Syāfi‟i selain seorang alim yang ahli mengajar dan mendidik, juga 
sebagai pengarang sya‟ir dan sajak. Beliau adalah seorang pengarang kitab-kitab yang 
bermutu tinggi dan sangat berguna besar bagi dunia Islam. Adapun kitab-kitab 
karangan Imam Syāfi‟i terbagi menjadi dua bagian, yaitu pertama, yang diajarkan dan 
di dektekan kepada murid beliau ketika berada di Iraq (Baghdad). Pengajaran itu 
dihimpun lalu disusun menjadi kitab, dan kitabnya lalu dikenal dengan “qaūl  
qodim”. Sedangkan pendapat Imam Syāfi‟i yang diajarkan dan ditulis di Mesir 
dikenal dengan “qaūl jadīd”. 181   
Adapun sebab timbulnya qaūl jadīd menurut Kamil Musa adalah karena 
Imam Syāfi‟i mendapatkan Hadīts yang tidak ia dapatkan di Iraq dan Hijaz, dan ia 
meyaksikan adat dan kegiatan mu‟amalat yang berbeda dengan di Iraq. Pendapat 
Imam Syāfi‟i yang termasuk qaūl jadīd dikumpulkan dalam kitab Al-Umm.182 
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Dengan demikian, setelah Imam Syāfi‟i “memburu ilmu”, dunia Islam 
mengenal istilah “qaūl qadīm dan qaūl jadīd”-nya Imam Syāfi‟i sehingga menjadi 
landasan berpikir ahli ushul fikih berkaitan dengan perubahan sebuah hukum, salah 
satunya adalah perubahan sebuah hukum disebabkan karena perubahan sebuah masa 
atau tempat (taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman wa al-amkinah). Selain itu, 
Imam Syāfi‟i sebagai imam yang memiliki kedalaman pengetahuan dijadikan sebagai 
rujukan dalam memahami sebuah persoalan keagamaan yang dikenal dengan 
“mazhab” yakni Mazhab Syāfi'i.183  
Dari sisi lain, perubahan-perubahan hukum dari qaūl qadīm ke qaūl jadīd 
dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut: 
1. Perbedaan ayat dan Hadīts yang digunakan sebagai dalil. Misalnya pada kasus 
air musta‟mal, qaūl qadīmmerujuk pada surah Al-Furqan ayat 48, sebagai 
dasar tersebut bahwa air dapat digunakan kembali untuk bersuci, tetapi pada 
qaūl jadīd ayat yang digunakan adalah merujuk pada surah Al-Mā‟idah ayat 6. 
2. Wajib istidlal atau cara pandang dalam memahami ayat ataupun Hadīts yang 
sama. Misalnya, pada pembahasan mengenai penyaksian rujuk, Al-Syāfi‟i 
tidak mengemukakan ayat lain untuk qaūl jadīdnya. Yang mengalami 
perubahan hanyalah pemahaman terhadap ayat yang bersangkutan. 
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3. Perbedaan pandangan terhadap adanya ijmā‟. Misalnya pada qaūl  qadīm, Al-
Syāfi‟i menganggap perintah Umar dan pendapat Ibn Abbas tentang masalah  
zakat zaitun sebagai ijmā‟ karena tidak ada sahabat yang membantahnya. 
Sedangkan pada qaūl jadīd,  setelah mengadakan penelitian dengan cermat ia 
menganggap bahwa tidak adanya bantahan tersebut tidak berarti bahwa 
mereka sependapat tentang hukum tersebut, melainkan sebagai kepatuhan 
terhadap Umar yang mengeluarkan aturan sebagai penguasa. 
4. Perbedaan ashl dan atau „illat pada Qiyās yang digunakan. Misalnya, pada 
qaūl  qadīm, ia menjadikan nikah sebagai ashl bagi rujuk sehingga kesaksian 
diwajibkan pada rujuk seperti wajibnya nikah, tetapi pada qaūl jadīd, rujuk 
diQiyāskan kepada jual beli dan kesaksiannya pun menjadi tidak waji lagi. 
5. Perbedaan pandangan terhadap kedudukan qaūl  shahābī. Misalnya, pada qaūl  
qadīm, zakat zaitun diwajibkan atas dasar pendapat Umar R.a. dan Ibnu 
Abbas R.a. yakni qaūl  shahābī yang ketika itu dipandang sebagai hujjah. 
Tetapi hukum itu berubah pada qaūl jadīd, setelah ia tidak mengakui qaūl  
shahābī sebagai hujjah.184 
Adanya perubahan fatwa Imam Syāfi‟i dari qaūl qadīmke qaūl jadīd, seperti 
diuraikan di atas, tampak bahwa hukum dalam Mazhab Syāfi‟i bersifat dinamis. 
Karena kebenaran hukum-hukum yang ditemukan dari ijtihād itu bersifat relatif 
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(zhannī), bukan mutlak, maka ia tetap terbuka bagi pengkaji dan kemungkinan 
perubahan.
185
 
Keterbukaan dimaksud jelas menunjukkan bahwa sesungguhnya Mazhab Al-
Syāfi‟i menghendaki agar hukum yang difatwakan harus selalu baru. Setiap kejadian 
memerlukan fatwa dan menuntut ijtihād tersendiri. Ijtihād terdahulu yang dilakukan 
sehubungan dengan kasus yang pernah terjadi pada waktu atau kondisi yang berbeda, 
terutama bila mujtāhīd melihat adanya hal-hal (dalil-dalil atau pertimbangan lainnya) 
yang mengharuskan peralihan fatwa. Yang terpenting, yang harus diperhatikan adalah 
agar ijtihād itu dilakukan dengan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, 
supaya hukum yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan sebagai hukum Islam. 
Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Syāfi‟i tidak siapapun boleh berbicara tentang 
halal dan haram tanpa ilmu, dan ilmu yang dimaksud adalah Al-Qur‟ān, Al-Sunnah, 
ijmā‟ dan Al-Qiyās.186  
Salah satu kitab yang banyak menjelaskan tentang qaūl qadīmdan qaūl jadīd 
adalah al-Muhadzab fi fiqh Al-Imam Al-Syāfi‟i Radiya Allahu „Anhu karya Abi Ishaq 
Ibrahim Ibnu „Ali Ibn Yusuf Al-Bada‟i Al-Syirazi. Dalam kitab ini disebutkan 
pendapat Imam Syāfi‟i dalam qaūl qadīmdan qaūl jadīd.187 
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Kitab-kitab Imam Syāfi‟i yang langsung dikarang atau ditulis oleh beliau 
adalah Ar-Risālah, Al-Umm, Al-Qiyās dan Al-Musnad. Mengenaia kitab yang 
dikarang Imam Syāfi‟i sewaktu di Mesir, yaitu:  
a. Ar-Risālah (Ushul Fikih) 
b. AhkāmilQur‟ān (Ilmu Ushul Fikih) 
c. Ikhtilāful Hadīts (Ilmu Ushul Fikih) 
d. Kitab Al-Umm dalam bidang fikih, dan masih banyak lagi yang jumlahnya 
sekitar 18 kitab.
188
 
Adapun kitab-kitab karangan beliau, menurut riwayat yang hingga sekarang 
masih tercatat adalah antara lain: 
a. Kitab Ar-Risālah 
Kitab ini khusus berisi ilmu fikih. Menurut riwayat, beliau mengarang kitab 
ini dikala masih muda. Sebabnya beliau mengarang kitab ini karena diminta oleh 
Abdurrahman bin Mahdy, seorang imam ahli Hadīts terkemuka di masanya, bahwa 
beliau supaya merencanakan sebuah karangan kitab yang membicarakan tentang 
ushul fikih. Dengan permintaan ini, beliau lalu mengarang kitab Ar-Risālah ini, dan 
kitab inilah permulaan kitab ushul fiqh. Jadi beliaulah orang yang pertama-tama 
mengarang kitab ushul fiqh. Imam Abdurrahman bin Mahdy dan Imam Yahya bin 
Sa‟id, setelah melihat dan menelaah kitab Ar-Risālah ini sangat kagum dan heran 
memperhatikannya. Dalam kitab inilah Imam Syāfi‟i mengarang dengan jelas tentang 
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orang yang beristinbāth, mengambil hukum-hukum dari Al-Qur‟ān dan Sunnah, dan 
cara-cara orang beristidlal dari ijmā‟ dan Qiyās. Kitab ini diriwayatkan oleh Imam 
Ar-Rabi‟ bin Sulaiman Al-Murady. 
b. Kitab Al-Umm 
 
Kitab ini adalah satu-satunya kitab fikih yang besar, yang direncanakan dan 
disusun oleh Imam Syāfi‟i. Isi kitab ini menunjukkan kealiman dan kepandaian Imam 
Syāfi‟i tentang ilmu fikih, karena susunan kalimatnya tinggi dan indah, ibaratnya bagi 
para ahli fikir yang ahli fikih. Tepatnya kalau kitab ini dinamakan Al-Umm yaitu “Ibu 
bagi anak-anak yang sebenarnya”. 
Tentang soal-soal pengetahuan fikih dalam kitab Al-Umm ini cukup 
diperbincangkan dan dibahas dengan dalil-dalilnya, baik dari Al-Qur‟ān maupun dari 
Sunnah dan Hadīts, baik dari ijmā‟ maupun Qiyās. Kitab ini diriwayatkan oleh Ar-
Rabi bin Sulaiman Al-Murady. 
Cetakan terbaru dari kitab Al-Umm ini menjadi 7 jilid besar dan tebal, atas 
biaya almarhum Ahmad Bek al-Husainy di Mesir. Dalam kitab Al-Umm cetakan 
terbaru ini, termasuk juga kitab-kitab karangan Imam Syāfi‟i yang lain seperti: 
1. Kitab Jamī‟ul „ilmi. Kitab ini berisi pembelaan Imam Syāfi‟i terhadap sunnah 
Nabi Muẖammad SAW. 
2. Kitab Ibhtālul Ihtihsān. Kitab ini berisi tangkisan Imam Syāfi‟i kepada ulama 
ahli Iraq (Baghdad), yang mereka itu sebagian suka mengambil hukum 
dengan cara ihtihsan. 
113 
 
3. Kitab Ar-Ra‟du „ala Muẖammad Ibn Hasan. Kitab ini berisi pertahanan Imam 
Syāfi‟i terhadap serangan Muẖammad Ibn Hasan kepada ulama ahli Madinah. 
4. Kitab Sirājaul Auza‟y. Kitab ini berisi pembelaan Imam Syāfi‟i terhadap 
Imam Al-Auza‟y. beliau ini seorang alim besar ahli Hadīts dan termasuk 
Imam besar di masa sebelum Imam Syāfi‟i dilahirkan. 
c. Kitab Ahkāmil Qur‟ān 
 
Inilah satu-satunya kitab yang ditulis oleh Imam Syāfi‟i yang di dalamnya 
penuh dengan keterangan dan penjelasan beliau tentang perselisihan Hadīts-Hadīts 
Nabi Muẖammad SAW. Maka para ulama ahli Hadīts baik sekali mengetahui dan 
mentelaah kitab ini. 
d. Kitab Ikhtilāful Hadīts  
 
Kitab ini adalah sebuah kitab yang istimewa berisi sandaran (sanad) Imam 
Syāfi‟i dalam meriwayatkan Hadīts-Hadīts Nabi Muẖammad SAW yang beliau 
himpun dalam kitab Al-Umm. Bagi para ulama yang hendak mengetahui siapa-siapa 
sanad Imam Syāfi‟i dalam meriwayatkan Hadīts Nabi Muẖammad SAW hendaknya 
membaca dan memperhatikan kitab ini.
189
 
Kitab-kitab karangan Imam Syāfi‟i tersebut hingga sekarang masih dapat 
diketahui dan dipelajari isinya. Adapun kitab-kitab lainnya menurut riwayat adalah: 
a. Kitab Al-Fiqh, yaitu diriwayatkan dan disusun oleh Imam Al-Haramain bin 
Yahya dari Imam Syāfi‟i dengan jalan Imla‟ (dekat). 
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b. Kitab Al-Muchtasharul Kabir dan Al-Muchtasharul Shagir dan Al-Faraidh 
yang semuanya itu dihimpun dan disusun oleh Imam Al-Buwaty dan Imam 
Syāfi‟i. 
c. Kitab Al-Muchtasharul Kabir dan Al-Muchtasharul Shaghir serta dua kitab 
lainnya yang bernama al-Djami‟ul kabir dan al-Djami‟ul Shaghir yang 
semuanya itu dihimpun dan disusun oleh Imam Al-Muzany dan Imam Syāfi‟i. 
d. Dan lain-lain dari kitab tafsir, kitab adab ini beberapa risalah yang belum kita 
ketahui nama-namanya, karena mungkin belum dicetak kembali.
190
  
Sedangkan kitab-kitab yang ditulis oleh murid-murid Imam Syāfi‟i antara 
lain:  
a. Al-Watsaiq dan al-Mu‟tabar yang ditulis oleh Al-Muzany (wafat 305 H). 
b. Al-Miftah, al-AdAbūl Qadhi dan al-Talkhisah yang ditulis oleh Ibn Qashi 
(wafat 335 H). 
c. Al-Wakalah ditulis oleh Imam Jurjani. 
d. Al-Majmu‟, al-Muqra‟, dan al-Lubab ditulis oleh Muhamili. 
e. Al-Muhadzab, tanbih dan al-Ma‟na ditulis oleh Abū Ishaq As-Syirazi (wafat 
427 H). 
f. Manasik, al-Umdah, al-Fatawi, dan Syarah al-Majmu ditulis oleh Imam 
Nawawi. 
g. Syarah Tanbih ditulis oleh Zarkasih (wafat 794 H). 
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h. Tahbirul Mazhab ditulis oleh Taqiyudin Subki (wafat 756 H). 
i. Al-Wajiz karangan Imam Ghazali (wafat 505 H) dan al-Hawi karangan Al-
Mawardi (wafat 450).
191
 
Inilah di antara kitab-kitab yang membahas Mazhab Imam Syāfi‟i yang 
sebenarnya menurut riwayat  berjumlah sekitar 97 kitab, yang kesemuanya dikarang 
oleh Imam Syāfi‟i langsung dari murid-muridnya. 
Imam Syāfi‟i dalam menetapkan permasalahn hukum Islam menggunakan 
empat sumber, yakni: 
1. Al-Qur‟ān 
Imam Syāfi‟i pertama sekali selalu mencari alasannya dari Al-Qur‟ān dalam 
menetapkan hukum Islam. Dalam memahami nash-nash Al-Qur‟ān Imam Syāfi‟i 
menggunakan 3 metode: pertama dengan melihat dzahirnya nash yaitu Imam Syāfi‟i 
menyatakan dalam kitabnya bahwa suatu fitrah kitab untuk mengemukakansuatu 
ungkapan yang sebagian diantaranya bersifat umum dan esplisit (dzahir am)dan 
pernyataan tersebut mempunyai arti yang literal atau dzahir. Kedua menggunakan 
umumnya nash yakni beliau menyatakan bahwa pada dasarnya pengertian umum 
yang terdapat dalam kitab Allah dan Sunnah Nabi harus tetap dipahami kecuali ada 
ketentuan lain yang juga terdapat dalam kitab dan Sunnah atau dalam salah satunya 
yang menghendaki agar yang umum itu diartikan khusus. Ketiga menggunakan 
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tasikhnya nash yakni menurut beliau dalam mengistimbatkan hukum dari dalil-dalil 
nash Al-Qur‟ān disamping melihat dzahir dan umumnya nash beliau juga 
memandang khususnya nash Al-Qur‟ān.192 
2. Sunnah 
 
Sunnah dari Rasulullah SAW digunakan jika tidak ditemukan rujukan dari Al-
Qur‟ān, Imam Syāfi‟i sangat kuat dalam pembelaannya terhadap Sunnah sehingga 
dijuluki Nashir As-Sunnah (pembela Sunnah Nabi). 
3. Ijmā‟ 
Merupakan salah satu dasar yang dijadikan hujjah oleh Imam Syāfi‟i 
menempati urutan setelah Al-Qur‟ān dan Sunnah. Beliau mendefinisikannya sebagai 
kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap suatu masalah hukum syar‟ī dengan 
bersandar dengan dalil Ijmā‟ yang pertama dijadikan sebagai rujukan adalah Ijmā‟nya 
para sahabat. Imam Syāfi‟i hanya mengambil ijmā‟ sahih sebagai dalil hukum dan 
menolak ijmā‟ sukuti menjadi dalil hukum. Alasannya menerima ijmā‟ sahih karena 
kesepakatan itu disandarkan kepada nash dan berasal dari semua mujtahid secara jelas 
dan tegas, sehingga tidak mengandung keraguan, sedangkan alasan menolak ijmā‟ 
sukuti, karena bukan merupakan kesepakatan semua Mujtahid. Diamnya Mujtahid 
menurutnyabelum tentu menunjukan setuju.
193
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4. Qiyās 
 
Imam Syāfi‟i menetapkan Qiyās sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam 
untuk mengetahui tafsiran hukum Al-Qur‟ān dan Sunnah yang tidak terdapat dalam 
nash yang pasti. Beliau tidak menilai Qiyās yang dilakukan untuk menetapkan sebuah 
hukum dari seorang Mujtahid lebih dari sekedar menjelaskan hukum syariat dalam 
masalah yang digali oleh seorang mujtahid.
194
 Menurut beliau hukum Qiyās yang 
diadakan hanya mengenai keduniaan atau mu‟amalah, karena segala sesuatu yang 
bertalian dengan urusan ibadah telah cukup sempurna dari Al-Qur‟ān dan Sunnah, 
adapun beliau dengan tegas berkata “tidak ada Qiyās dalam hukum ibadah.195  
Imam Syāfi‟i wafat pada hari kamis malam jum‟at tanggal 29 Rajab setelah 
waktu Isya‟ tahun 240 Hijriyah (820 Masehi) di Mesir. Jenazah beliau dimakamkan 
dipemakaman Banu Zuhrah, yang terkenal pula sebagai pemakaman anak keturunan 
Abūl Hakam, yaitu di Qarafah Sughra. Di pemakaman inilah jenazah Imam Syāfi‟i 
dimakamkan, yang hingga sekarang masih terkenal, letaknya dibawah kaki gunung 
“Al-Muqatham” Mesir.196 
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C. Ketentuan Hak Waris Bagi Pelaku Pembunuhan Secara Tidak Sengaja 
Menurut Pemikiran Mazhab Māliki dan Pemikiran Mazhab Syāfi‟i. 
1. Ketentuan hak waris bagi pelaku pembunuhan secara tidak sengaja menurut 
pemikiran Mazhab Māliki adalah bahwasanya pembunuhan yang menjadi 
penghalang mewarisi ialah pembunuhan sengaja karena permusuhan, 
sedangkan yang lainnya, menurut mereka, tidak menjadi penghalang untuk 
mewarisi.
197
 
Namun, masih menurut mereka, jika seorang ahli waris membunuh orang 
yang akan mewariskan (muwarrits) karena tidak sengaja, maka pembunuh dapat 
mewarisi harta orang yang terbunuh, bukan mewarisi dan diyāt-nya. Alasan 
pembunuh dapat mewarisi harta orang yang terbunuh, karena ia tidak bermaksud 
mempercepat pembagian harta waris denga cara membunuh. Seorang pembunuh 
tidak dapat mewarisi harta diyāt karena dia yang harus menunaikan kewajiban 
diyāt. Dengan kata lain, tidak lah berarti dia dapat mewarisi yang berasal dari 
sesuatu yang diembankan kepadanya juga.
198
 
2. Ketentuan hak waris bagi pelaku pembunuhan secara tidak sengaja menurut 
pemikiran Mazhab Syāfi‟i adalah tidak ada hak waris bagi pelaku 
pembunuhan secara tidak sengaja karena menurut Mazhab Syāfi‟i 
bahwasanya seluruh bentuk pembunuhan dapat menghalangi seseorang 
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mewarisi harta peninggalan. Dengan demikian, seorang pembunuh tidak dapat 
mewarisi harta orang yang dibunuhnya, baik karena sengaja, khilaf (baik 
dengan hak atau tidak), atau telah dihukum telah membunuhnya, atau 
tindakan yang menyebabkan pembunuhan disaksikan oleh orang lain, atau 
tidak ada yang menyaksikan tindakan tersebut sekalipun pembunuhan itu 
tidak sengaja, seperti pelakunya orang yang sedang tidur, orang gila dan anak 
kecil, atau tindakan tersebut bertujuan demi kemaslahatan, seperti pukulan 
ayah terhadap anaknya dalam rangka mendidik.
199
 
Dalam hal ini mereka berargumentasi dengan sabda Nabi saw.,  
ورمع نع بيعش نب  َنِم ِلِت اَقِْلل َسَْيل( ص للهاا لوسر لاق :لاق هّدج نع ويبا نع
 ّيءاسّنلا هاور )ٌءْيَش ِثَار ْ يِمْلا 
Dari „Amr Bin Syu‟aib, dari bapaknya, dari datuknya. Ia Berkata : Telah 
bersabda Rasulullah Saw : “Tidak ada bagi yang membunuh itu sedikit-pun daripada 
warisan”. (H.R. Nasa‟i).200  
 
Mereka juga berargumentasi dengan Hadīts yang lain yaitu: 
 ٍِلتاَِقلاَسَْيل :ُلْوُق َي ,َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِّبَِّنلا ُتْع َِسَ :َلَاق ,َرَمُع ْنَعَو
=وجام نباو دحْأاو أطولما فى كلام هاور=.ٌثَار ْ يِم 
Artinya: “Dan dari Umar ia berkata: aku pernah mendengar Rasulullah saw 
bersabda, “Pembunuh tidak ada hak waris”. (HR Malik dalam Muwath-tha‟, 
Ahmad dan Ibnu Majah)
201
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Seorang pembunuh diharamkan mewarisi harta perninggalan supaya ia tidak 
menjadikan tindakan pembunuhan sebagai jalan untuk mempercepat pembagian harta 
waris. Dengan demikian, sudah menjadi keharusan bila semua bentuk pembunuhan 
menjadi sebab terhalangnya mewarisi, agar celah tindakan tersebut tertutup.
202 
Jadi dengan demikian persamaan menurut Mazhab Māliki dan Mazhab Syāfī'i 
terhadap hak waris bagi pelaku pembunuhan adalah tidak mendapatkan warisan karna 
mereka berpegang teguh terhadap hadīts Nabi sebagai berikut: 
 ِخْي َّشلا ُوَبأ َانَر َبْخَأ ُويِقَفْلا ِثِراَحْلا ُنْب ِرْكَب ُوبَأ َانَر َبْخَأَو ُد َّمَحُم اَن َث َّدَح ُّىِناَه َبْصَلأا
 َلَاق ٍلَُجر ْنَع ٌرَمْعَم َانَر َبْخَأ ِقاَّزَّرلا ُدْبَع اَن َث َّدَح َدِيَزي ُنْب ُساَّبَعْلا اَن َث َّدَح ٍرَفْعَج ُنْب
 ُّىِبَّنلا َلَاق َلَاق ٍساَّبَع ِنْبا ِنَع َةَِمرْكِع ْنَع ٍقْر َب وُرْمَع َوُىَو ِقاَّزَّرلا ُدْبَع - ىلص
ويلع للها ملسو  , ُوِْثَري َلا ُوَّنَِإف ًلايَِتق َلْت َق ْنَم   ْنِإَو ُهُر ْ يَغ ٌثِراَو ُوَل ْنُكَي ْمَل ْنِإَو
ملسو ويلع للها ىلص وَّللا َلوُسَر َّنَِإف ِهِدِلاَو ْوَأ ِهِدَلَو َناَك- ىَضَق  َسَْيل<.
>ٌثاَر ْ يِم ٍلِتاَقِل 
Artinya: “Telah bercerita Abu Bakar bin Alharits, telah mengkhabarkan kepada kami 
Abu Syekh Al-ashbahani, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja‟far, 
telah menceritakan kepada kami Al‟abbas bin Yazid, telah bercerita kepada kami 
Abdurrazzaq, telah bercerita kepada kami Ma‟mar dari seseorang (Amr Barq) dari 
Ikrimah dari Ibnu Abbas r.a, katanya, telah bersabda Rasulullah Saw, “Siapa yang 
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membunuh korban, ia tidak mendapatkan warisan.” walaupun tidak ada ahli waris 
yang lainnya, walaupun ia itu anaknya atau ibu-bapaknya, karena Rasulullah Saw 
menetapkan, “Bagi pembunuh tidak ada warisan.” (HR Albayhaqi : 12604).203 
Setelah mereka bersepakat terhadap Hadīts Nabi di atas bahwa pembunuhan 
merupakan salah satu penghalang mewarisi, lalu mereka berbeda pendapat terhadap 
jenis dan keriteria pembunuhan yang benar-benar menghalangi seseorang untuk 
mewarisi, yaitu. Mazhab Māliki berpendapat bahwa pada pembunuhan disengaja 
tidak mendapatkan warisan, sedangkan pembunuhan tidak disengaja bisa 
mendapatkan warisan. Sedangkan menurut Mazhab Syāfi'i secara mutlak pembunuh 
tidak dapat mewarisi sama sekali dari orang yang dibunuhnya, sedangkan menurut 
Mazhab Māliki dijadikan pemisahan antara membunuh dengan tidak sengaja 
(tersalah) dengan membunuh disengaja.
204
 
Landasan yang menjadi perbedaan adalah disebabkan oleh sebuah hadits yang 
diriwayatkan oleh mereka Yahya bin Sa‟id dan „Amr bin Syu‟aib  
 َيََْيَ ْنَع ُرَْحَْْلأا ٍدِلاَخ ُوَبأ اَن َث َّدَح َلاَاق ُّيِدْنِكْلا ٍديِعَس ُنْب ِوَّللا ُدْبَعَو ٍبْيَرُك ُوَبأ اَن َث َّدَح 
 ٍبْيَعُش ِنْب وِرْمَع ْنَع ٍديِعَس ِنْب  ُوْنِم َذَخََأف ُوَن ْبا َلَت َق ٍجِلْدُم ِنَِب ْنِم ٌلُجَر َةَداَت َق َاَبأ َّنَأ
 يِخَأ ُنْبا َلاَق َف ًةَفِلَخ َينَِعبَْرأَو ًةَعَذَج َينِثَلاَثَو ًةَّقِح َينِثَلاَث ِلِب ِْلْا ْنِم ًَةئاِم ُرَمُع
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 ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِوَّللا َلوُسَر ُتْع َِسَ ِلوُتْقَمْلا  ٌثَايرِم ٍلِتاَِقل َسَْيل ُلوُق َي َمَّلَسَو  نبا هاور(
)ومج 
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Abu Kuraib) dan (Abdullah bin Sa'id Al 
Kindi), keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami (Abu Khalid Al Ahmar) 
dari (Yahya bin Sa'id] dari [Amru bin Syu'aib] bahwa Qatadah, seseorang lelaki dari 
Bani Mudlij telah membunuh anaknya. Maka Umar mengambil darinya seratus ekor 
unta, yaitu tiga puluh unta hiqqah (unta betina yang umurnya masuk tahun ke 
empat), tiga puluh unta jad'ah (unta betina yang umurnya masuk tahun ke lima), dan 
empat puluh unta khalifah (unta yang sedang hamil)." Keponakan korban berkata; 
"Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada hak 
waris bagi seorang pembunuh”. (HR. Ibnu Majjah).205 
Imam Maliki mengartikan hadits tersebut kepada pembunuhan yang bukan 
murni sengaja, dan daripadanya ditetapkan pembunuhan menyerupai sengaja pada 
peristiwa yang terjadi antara anak dan ayahnya. Sedangkan menurut jumhur ulama‟, 
mereka mengartikan hadits tersebut menurut lahirnya, yakni perbuatan pembunuhan 
ayah terhadap anaknya tersebut.
206
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BAB IV 
ANALISIS 
 
A. Kriteria pemikiran Mazhab Māliki dan pemikiran Mazhab Syāfi‟i terhadap 
pembunuhan secara tidak sengaja yang mengakibatkan terhalangnya mendapatkan 
warisan. 
1. Menurut pemikiran Mazhab Māliki bahwasanya ada kriteria pembunuhan 
yang mendapatkan warisan yaitu pembunuhan secara tidak sengaja sedangkan 
pembunuhan yang tidak mendapatkan warisan adalah pembunuhan yang 
dilakukan secara sengaja. Mazhab Māliki berpendapat bahwa pembunuhan 
yang menjadi penghalang mewarisi ialah pembunuhan sengaja karena 
permusuhan, sedangkan yang lainnya, menurut pemikiran Mazhab Māliki, 
tidak menjadi penghalang untuk mewarisi, berdasarkan hadits Nabi yang 
diriwayatkan oleh Yahya bin Sa‟id dan „Amr bin Syu‟aib. Mazhab Māliki  
mengartikan hadits tersebut kepada pembunuhan yang bukan murni sengaja, 
dan daripadanya ditetapkan pembunuhan menyerupai sengaja pada peristiwa 
yang terjadi antara anak dan ayahnya. 
Namun, masih menurut pemikiran Mazhab Māliki , jika seorang ahli 
waris membunuh orang yang akan mewariskan (muwarrits) karena tidak 
sengaja, maka pembunuh dapat mewarisi harta orang yang terbunuh, bukan 
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mewarisi dari diyāt-nya (denda). Alasan pembunuh dapat mewarisi harta 
orang yang terbunuh, karena ia tidak bermaksud mempercepat pembagian 
waris dengan cara membunuh. Seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta 
diyāt karena dia yang harus menunaikan kewajiban diyāt. Dengan kata lain, 
tidaklah berarti dia dapat mewarisi yang berasal dari sesuatu yang 
diembankan kepadanya juga. 
2. Menurut pemikiran Mazhab Syāfi‟i bahwasanya tidak ada kriteria 
pembunuhan secara tidak sengaja sebagai sebab penghalang mendapatkan 
warisan karena, Mazhab Syāfi‟i berpendapat bahwa seluruh bentuk 
pembunuhan dapat menghalangi seseorang mewarisi harta warisan. Dengan 
demikian, seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta orang yang 
dibunuhnya, baik karena sengaja, mirip sengaja, khilaf (baik hak atau tidak 
hak), atau dihukum telah membunuhnya, atau tindakan yang menyebabkan 
pembunuhan disaksikan oleh orang lain, atau tidak ada yang menyaksikan 
tindakan tersebut sekalipun pembunuhan itu tidak disengaja, seperti 
pelakunya orang yang sedang tidur, orang gila dan anak kecil, atau tindakan 
tersebut bertujuan demi kemaslahatan, seperti pukulan ayah terhadap anaknya 
dalam rangka mendidik. 
Dalam hal ini mereka berargumentasi dengan sabda Nabi Saw., 
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ورمع نع  اَقِْلل َسَْيل( ص للهاا لوسر لاق :لاق هّدج نع ويبا نع بيعش نب
 ّيءاسّنلا هاور )ٌءْيَش ِثَار ْ يِمْلا َنِم ِلِت 
Artinya: Dari „Amr Bin „Syu‟aib, dari bapaknya, dari datuknya. Ia Berkata : 
Telah bersabda Rasulullah Saw : “Tidak ada bagi yang membunuh itu 
sedikit-pun daripada warisan”. (H.R. Nasa‟i).  
  
 
Mereka juga berargumentasi dengan hadits yang lain, yaitu  
 :ُلْوُق َي ,َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِّبَِّنلا ُتْع َِسَ :َلَاق ,َرَمُع ْنَعَو ٍلِتاَِقلاَسَْيل
=وجام نباو دحْأاو أطولما فى كلام هاور=.ٌثَار ْ يِم 
Artinya: “Dan dari Umar ia berkata: aku pernah mendengar Rasulullah saw 
bersabda, “Pembunuh tidak ada hak waris”. (HR Malik dalam Muwath-tha‟, 
Ahmad dan Ibnu Majah) 
Seorang pembunuh diharamkan mewarisi harta peninggalan supaya ia 
tidak menjadikan tindakan pembunuhan sebagai jalan untuk mempercepat 
pembagian harta waris. Dengan demikian, sudah menjadi keharusan bila 
semua bentuk pembunuhan menjadi sebab terhalangnya mewarisi, agar celah 
tindakan tersebut tertutup. 
 
B. Hak waris bagi pelaku pembunuhan secara tidak sengaja menurut pemikiran 
Mazhab Māliki dan pemikiran Mazhab Syāfi‟i  . 
1. Menurut pemikiran Mazhab Māliki bahwasanya pembunuhan yang 
menjadikan seseorang terhalang dari perolehan hak waris adalah pembunuhan 
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yang dilakukan secara sengaja karena permusuhan, baik dilakukan secara 
langsung maupun tidak langsung, karena yang menjadi landasan larangan 
tersebut adalah maksud dari pembunuhan itu sendiri. Dengan demikian jika 
seseorang telah terdetik dalam dirinya niat membunuh seseorang lalu niat itu 
terealisasi, maka hal tersebut telah menyebabkan dirinya terhalang 
memperoleh warisan. Sedangkan pembunuhan yang tidak terhalang untuk 
mendapatkan hak waris adalah pembunuhan yang dilakukan secara tidak 
sengaja, dalam hal ini juga Mazhab Māliki berpegang teguh dalam memahami 
hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Yahya bin Sa‟id dan „Amr bin Syu‟aib. 
 َْحَْْلأا ٍدِلاَخ ُوَبأ اَن َث َّدَح َلاَاق ُّيِدْنِكْلا ٍديِعَس ُنْب ِوَّللا ُدْبَعَو ٍبْيَرُك ُوَبأ اَن َث َّدَح ُر
 ٍجِلْدُم ِنَِب ْنِم ٌلُجَر َةَداَت َق َاَبأ ََّنأ ٍبْيَعُش ِنْب ِورْمَع ْنَع ٍديِعَس ِنْب َيََْيَ ْنَع
 َينَِعبَْرأَو ًةَعَذَج َينِثَلاَثَو ًة َّقِح َينِثَلاَث ِلِب ِْلْا ْنِم ًةَئاِم ُرَمُع ُوْنِم َذَخََأف ُوَن ْبا َلَت َق
 ْقَمْلا يِخَأ ُنْبا َلاَق َف ًةَفِلَخ ُلوُق َي َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِوَّللا َلوُسَر ُتْع َِسَ ِلوُت
 ٌثَايرِم ٍلِتاَِقل َسَْيل )ومج نبا هاور( 
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Abu Kuraib) dan (Abdullah bin 
Sa'id Al Kindi), keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami (Abu 
Khalid Al Ahmar) dari (Yahya bin Sa'id] dari [Amru bin Syu'aib] bahwa 
Qatadah, seseorang lelaki dari Bani Mudlij telah membunuh anaknya. Maka 
Umar mengambil darinya seratus ekor unta, yaitu tiga puluh unta hiqqah 
(unta betina yang umurnya masuk tahun ke empat), tiga puluh unta jad'ah 
(unta betina yang umurnya masuk tahun ke lima), dan empat puluh unta 
khalifah (unta yang sedang hamil)." Keponakan korban berkata; "Aku 
mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada hak 
waris bagi seorang pembunuh”. (HR. Ibnu Majjah). 
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Imam Maliki mengartikan hadits tersebut kepada pembunuhan yang bukan 
murni sengaja, dan daripadanya ditetapkan pembunuhan menyerupai sengaja pada 
peristiwa yang terjadi antara anak dan ayahnya. Sedangkan menurut jumhur ulama‟, 
mereka mengartikan hadits tersebut menurut lahirnya, yakni perbuatan pembunuhan 
ayah terhadap anaknya tersebut. 
Setelah penulis memaparkan pemikiran Mazhab Māliki terhadap pembunuhan 
secara sengaja karena permusuhan yang tidak mendapatkan warisan karena menurut 
pemikiran Mazhab Māliki pembunuhan yang bukan permusuhanlah (karena hak) 
yang mendapatkan warisan karena pemikiran Mazhab Māliki mengikuti pemikiran 
Mazhab Hanafi yaitu yang di jelaskan dalam firman Allah dalam surah Al-Israa 
sebagai berikut;  
                            
                    …      
Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa 
dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada 
ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. 
Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan” (Q.S. Al-Israa : 33) 
Pembunuhan semacam inilah yang mendapatkan warisan, seperti seorang 
membunuh pewaris karena melaksanakan tugas qishash atau membunuh atau 
membela diri atau sebab lain yang hak, pembunuhan yang semacam inilah yang tidak 
menghalangi pembunuh untuk mendapatkan warisan.  
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2. Menurut pemikiran Mazhab Syāfi‟i bahwasanya setiap pembunuhan itu secara 
mutlak  menjadi penghalang mempusakai, baik langsung maupun tidak 
langsung, baik karena ada alasan maupun tidak, dan baik dilakukan oleh orang 
yang cakap bertindak maupun tidak. Oleh karena itu pembunuh yang harus 
diqishāsh tidak dapat mempusakai harta peninggalan orang yang terbunuh. 
Hakim yang menjatuhkan hukuman mati, tidak dapat mempusakai harta 
peninggalan orang yang diperintahkan untuk membunuh, algojo yang 
menjalankan tugas membunuh tidak dapat mempusakai harta peninggalan 
pesakitan yang dibunuhnya, anggota ABRI yang diperintahkan menembak 
keluarganya yang menjadi pemberontak, tidak dapat mempusakai harta 
peninggalan keluarga yang telah ditembak, seorang yang memberikan 
persaksian (sumpah) palsu, tidak dapat mempusakai harta peninggalan orang 
yang menjadi korban akibat persaksian palsu tersebut, orang gila atau anak 
yang belum dewasa yang membunuh walinya atau orang tuanya, tidak dapat 
mempusakai harta peninggalan wali atau orang tuanya yang telah menjadi 
korban dan orang yang menyebabkan kematian seseorang tidak dapat 
mempusakai harta peninggalan korbannya, biarpun maksudnya hanya untuk 
memberikan pengajaran atau pengobatan.  
Mereka berpegangan kepada keumuman sabda Rasulullah S.A.W. 
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ورمع نع ص للهاا لوسر لاق :لاق هّدج نع ويبا نع بيعش نب  اَقِْلل َسَْيل(
 ّيءاسّنلا هاور )ٌءْيَش ِثَار ْ يِمْلا َنِم ِلِت 
Artinya: “Dari „Amr Bin Syu‟aib, dari bapaknya, dari datuknya. Ia Berkata : 
Telah bersabda Rasulullah Saw : “Tidak ada bagi yang membunuh itu 
sedikit-pun daripada warisan”. (H.R. Nasa‟i).207  
Dalam hal ini dikuatkan oleh suatu analisa yang dikemukakan oleh pemikiran 
Mazhab Syāfi‟i bahwa tindakan makar pembunuhan dengan segala macam dan 
typenya itu memutuskan tali perwalian, yang justru perwalian itu menjadi dasar 
pusaka-mempusakai. dengan demikian tindakan itu sendiri yang mewujudkan māni‟ 
berarti sesuatu yang mengharuskan ketiadaan sesuatu yang lain. 
Dengan demikian penulis sangat setuju terhadap pemikiran Mazhab Syāfi‟i 
bahwasanya seluruh jenis pembunuhan tidak mendapatkan hak warisnya, dalam hal 
ini juga pemikiran Mazhab Syāfi‟i tidak bertentang terhadap Kompilasi Hukum Islam 
yang menjadi rujukan terhadap hakim dalam memutuskan perkara, khususnya perkara 
waris di Indonesia. Mengingat syarat kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam 
Pasal 171 butir c dikatakan bahwa seseorang yang disebut ahli waris atau yang berhak 
menerima waris adalah mereka yang tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli 
waris atau menerima ahli waris. 
Dengan demikian penulis sependapat terhadap pemikiran ke dua Mazhab 
tersebut karena mereka sependapat bahwasanya pembunuhan adalah menjadi 
penghalang bagi ahli waris untuk mendapatkan hak warisnya, kecuali pembunuhan 
                                                             
207
A. Hassan, Terjemah Bulughul Maram, (Di Ponegoro Bandung, 1999), h. 424.  
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yang hak yang dibenarkan oleh syariat Islam, seperti pembunuhan dalam pelaksaan 
hukuman mati atau hukuman pembunahan lainnya, seperti yang dicontohkan oleh 
pemikiran Mazhab Māliki yaitu, misalnya untuk melakukan qishas, atau untuk 
membela diri, kerhormatan atau harta milik. Akan tetapi penulis lebih condong 
terhadap pemikiran Mazhab Syāfi‟i , karena pemikiran Mazhab Syāfi‟i  sangatlah 
berhati-hati dalam menentukan suatu hukuman dan Mazhab Syāfi‟i  juga berpegang 
teguh terhadap hadits Nabi yang diriwayatkan oleh al-Nasa‟I, sehingga apabila ada 
persoalan lain yang muncul sehubungan dengan masalah ini yang perlu 
dipertimbangkan adalah banyaknya cara yang dilakukan seorang pembunuh untuk 
melaksanakan niat jahatnya. Seseorang bisa saja melakukan pembunuhan  dengan 
membayar orang lain, atau menggunakan tangan orang lain untuk mebunuh orang 
yang ingin dibunuhnya. Dalam kasus seperti ini, tentu tidak mudah menentukan siapa 
yang melakukan pembunuhan tersebut. Oleh karenanya, peran seorang hakim dalam 
mencari kebenaran materiil untuk menjadi tumpuan akhir dalam menentukan jenis 
dan kriteria pembunuhan manakah yang mendapatkan warisan dan yang tidak 
mendapatkan warisan. 
Persamaan dan perbedaan pemikiran Mazhab Syāfi‟i  dan Mazhab Māliki  
dalam menentukan kriteria dan hak waris bagi pembunuhan secara tidak sengaja 
sebagai sebab penghalang mendapatkan warisan. 
Kriteria dan hak mewarisi bagi pelaku pembunuhan secara tidak sengaja 
 Kriteria Hak mewarisi 
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Mazhab 
Syāfi‟i  
Tidak ada kriteria karena 
seluruh bentuk pembunuhan 
dapat menghalangi 
seseorang mewarisi 
Pembunuhan secara mutlak tidak 
mendapatkan warisan baik sengaja 
ataupun tidak sengaja  
Mazhab 
Māliki  
Ada kriteria yaitu 
pebunuhan secara tidak 
sengaja yang mendapatkan 
warisan 
Pembunuhan secara sengaja yang 
tidak mendapatkan hak warisan 
sedangkan pembunuahan secara 
tidak sengaja mendapatkan 
warisan  
 
Jadi persamaannya mereka sepakat terhadap hadis Nabi diatas yang 
diriwayatkan oleh al-Nasa‟I bahwa pembunuhan menjadi penghalang mendapatkan 
warisan sedangkan  perbedaan hanya ada pada jenis pembunuhannya saja yang 
menurut pemikiran Mazhab Syāfi‟i  secara mutlak tidak ada jenis pelaku pembunuhan 
karena semuanya sama tidak mendaptkan warisan sedang menurut pemikiran Mazhab 
Māliki  ada perbedaan yaitu dari jenis pembunuhan itu sendiri, seperti pembunuhan 
secara sengaja  saja yang tidak mendapatkan warisan sedangkan yang tidak sengaja 
mendapatkan warisan. 
 
  
132 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka 
selanjutnya penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hak waris bagi pelaku pembunuhan secara tidak sengaja  menurut pemikiran 
Mazhab Syāfi‟i tidak mendapatkan hak warisnya sedikitpun karena Mazhab 
Syāfi‟i berpegang kepada hadits Nabi S.A.W yang artinya: “tidak ada hak 
bagi pembunuh sedikitpun  untuk mewarisi” (H.R. Al-Nasa‟i). sedangkan 
menurut pemikiran Mazhab Māliki bahwasanya pembunuhan secara tidak 
sengaja tetap mendapatkan hak warisnya sedangkan yang tidak mendapatkan 
hak warisnya adalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja karena 
permusuhan, dalam hal ini Mazhab Māliki memahami hadits Nabi yang 
diriwayatkan oleh Yahya bin Sa‟id dan „Amr bin Syu‟aib dan di kuatkan 
dengan ayat Al-Quran yaitu Surah Al-Israa Ayat 33. 
2. Kriteria pembunuhan secara tidak sengaja sebagai sebab penghalang  
mendapatkan warisan menurut pemikiran Mazhab Syāfi‟i adalah tidak ada 
kriteria pembunuhan karena menurut pemikiran  Mazhab Syāfi‟i seluruh 
bentuk pembunuhan secara mutlak tidak mendapatkan warisan dari harta 
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orang yang dibunuhnya, baik karena sengaja, mirip sengaja, khilaf (baik hak 
atau tidak hak), atau dihukum telah membunuhnya. Sedangkan menurut 
pemikiran Mazhab Māliki ada kriteria pembunuhan yang mendapatkan 
warisan yaitu pembunuhan secara tidak sengaja sedangkan pembunuhan yang 
menjadi penghalang mendapatkan warisan adalah pembunuhan secara 
sengaja. 
 
B. SARAN  
Dengan demikian penulis dapat memberikan saran-saran kepada 
seluruh pembaca bahwasanya jangan mencoba-coba untuk mempercepat 
mendapatkan warisan dengan cara membunuh baik sengaja ataupun tidak 
sengaja karena semuanya itu sangat dilarang dalam hukum Islam sebab 
apabila pembunuhan terjadi maka pelaku pembunuhan tersebut terhalang 
mendapatkan warisan. Dengan demikian pembunuhan inilah salah satu dari 
penghalang untuk mendapatkan warisan, sedangkan masih ada lagi 
penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Oleh sebab itu apabila 
pembaca ingin mendalami lebih lanjut tentang penghalang-penghalang  
mendapatkan warisan silahkan saja baca buku-buku mawaris. 
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